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KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, 
penulis menyampaikan bahwa berkat rahmat dan karunia-Nya, buku 

referensi berjudul “Manajemen Konflik Sosial: Isu Polarisasi Politik dan 
Media Sosial” dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini disusun sebagai 
respons terhadap kebutuhan akan literatur yang komprehensif dan relevan 
di tengah dinamika sosial-politik yang semakin kompleks, khususnya 
terkait dengan dampak media sosial dalam memperkuat ataupun memicu 
polarisasi politik di masyarakat.

Perkembangan teknologi informasi, terutama media sosial, telah 
merevolusi pola interaksi sosial masyarakat secara mendasar. Media 
sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi dan pertukaran 
informasi, tetapi juga menjadi arena pembentukan opini publik serta 
ruang kontestasi politik yang sangat dinamis. Di satu sisi, media sosial 
membuka peluang bagi demokratisasi informasi; di sisi lain, ia juga 
menghadirkan tantangan berupa penyebaran hoaks, ujaran kebencian, 
hingga memperuncing perbedaan pandangan yang berujung pada 
polarisasi sosial dan politik. Fenomena ini menjadi tantangan tersendiri 
dalam pengelolaan konflik sosial di era digital.

Buku referensi ini disusun dengan tujuan memberikan pemahaman 
yang mendalam mengenai dinamika polarisasi politik, peran media sosial, 
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serta strategi manajemen konflik sosial yang dapat diterapkan dalam 
konteks Indonesia. Penulis berupaya menyajikan analisis berdasarkan 
kerangka ilmiah yang mutakhir, memadukan teori-teori klasik dengan 
temuan empiris terbaru. Pembahasan dalam buku ini meliputi konsep 
dasar konflik sosial, pola polarisasi politik, peran dan dampak media 
sosial, serta pendekatan strategis dalam pengelolaan konflik.

Penyusunan buku ini mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah terkini, 
dengan menekankan kejelasan argumentasi, sistematika pembahasan yang 
terstruktur, serta penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar 
sesuai perkembangan kebahasaan. Data dan referensi yang digunakan 
berasal dari sumber-sumber kredibel dan telah melalui proses seleksi serta 
verifikasi yang ketat, guna memastikan validitas dan relevansi informasi 
yang disajikan.

Buku ini diharapkan dapat menjadi referensi utama bagi mahasiswa, 
akademisi, praktisi, maupun masyarakat umum yang memiliki perhatian 
terhadap isu-isu sosial, politik, dan komunikasi. Melalui buku ini, 
diharapkan pembaca mampu memahami akar permasalahan polarisasi 
politik yang dipicu oleh media sosial, serta memperoleh wawasan 
mengenai strategi efektif dalam menangani dan meminimalisasi konflik 
sosial di lingkungan sekitar.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penyusunan buku ini masih 
memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran 
yang membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan di masa 
mendatang. Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi 
pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik manajemen konflik sosial 
di Indonesia.

Surabaya, January 2026

Dr. Indra Prasetyo, SP,. MM
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MOTTO

“Hiduplah Dengan 
Sederhana, Berpikirlah 
Dengan Jernih, Cintai 

Dengan Tulus” 
Anonim
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RINGKASAN

Buku referensi berjudul “Manajemen Konflik Sosial: Isu Polarisasi 
Politik dan Media Sosial” membahas secara komprehensif dinamika 

konflik sosial yang semakin menonjol di era digital, khususnya akibat 
polarisasi politik yang diperkuat oleh penggunaan media sosial. Buku ini 
menyajikan analisis multidisipliner, mulai dari teori dasar konflik sosial, 
pemetaan pola polarisasi politik, hingga strategi pengelolaan konflik yang 
relevan dengan konteks Indonesia saat ini.

Pada bab-bab awal, buku ini mengulas teori-teori utama mengenai 
konflik sosial, mencakup definisi, karakteristik, penyebab, serta jenis-jenis 
konflik yang umum terjadi dalam masyarakat. Penulis menegaskan bahwa 
konflik sosial merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari dalam 
kehidupan bermasyarakat, namun dapat dikelola agar tidak berkembang 
menjadi disintegrasi sosial. Dalam konteks Indonesia, konflik sosial 
sering kali berakar pada perbedaan identitas, kepentingan politik, dan 
ketidaksetaraan distribusi sumber daya.

Bagian selanjutnya memfokuskan pembahasan pada isu polarisasi 
politik yang semakin menonjol dalam beberapa tahun terakhir. Polarisasi 
politik didefinisikan sebagai keterbelahan masyarakat akibat perbedaan 
pandangan politik yang tajam, yang kerap diperkuat oleh narasi eksklusif 
dan retorika permusuhan di ruang publik. Buku ini menekankan bahwa 
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polarisasi politik tidak hanya terjadi di tingkat elit, melainkan juga 
merambah ke akar rumput, sehingga memicu segregasi sosial dan konflik 
horizontal di tengah masyarakat.

Salah satu kontribusi utama buku ini adalah kajian kritis terhadap 
peran media sosial dalam memperkuat polarisasi politik. Media sosial 
dipaparkan sebagai ruang publik baru yang sangat dinamis, di mana 
informasi, opini, bahkan disinformasi, dapat tersebar dengan sangat 
cepat. Penulis menyoroti bagaimana algoritma media sosial cenderung 
menciptakan “echo chamber” atau ruang gema yang memperkuat 
keyakinan dan identitas kelompok tertentu, sekaligus mempersulit 
dialog lintas kelompok. Fenomena ini meningkatkan risiko polarisasi 
dan memperumit upaya manajemen konflik sosial.

Selanjutnya, buku ini menawarkan beragam strategi manajemen 
konflik sosial yang dapat diterapkan oleh pemerintah, masyarakat sipil, 
maupun aktor-aktor lainnya. Strategi tersebut meliputi pendekatan 
preventif, mitigatif, hingga resolutif, seperti penguatan literasi digital, 
promosi dialog antar kelompok, pembangunan jejaring sosial lintas 
komunitas, serta penerapan regulasi yang adil dan transparan di ranah 
media sosial. Penulis juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor 
untuk membangun ketahanan sosial menghadapi tantangan zaman.

Buku ini ditutup dengan refleksi mengenai tantangan dan peluang 
dalam pengelolaan konflik sosial di masa depan, khususnya seiring dengan 
terus berkembangnya teknologi informasi. Penulis menegaskan bahwa 
manajemen konflik yang efektif membutuhkan sinergi antara kebijakan 
yang responsif, partisipasi masyarakat, serta pemanfaatan teknologi secara 
bijak.

Secara keseluruhan, buku ini memberikan kontribusi penting bagi 
pengembangan kajian konflik sosial di Indonesia dengan menawarkan 
perspektif yang relevan, data empiris, serta rekomendasi strategis yang 
aplikatif. Buku ini sangat direkomendasikan bagi mahasiswa, akademisi, 
praktisi, maupun pengambil kebijakan yang ingin memahami dan 
mengelola isu polarisasi politik serta peran media sosial dalam dinamika 
konflik sosial masa kini.
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Bab 1
PENDAHULUAN

1.1	 Latar Belakang
Konflik sosial di Indonesia menunjukkan kompleksitas yang signifikan, 
yang kerap diperparah oleh interaksi antara identitas majemuk dan 
dinamika media digital (Hidayah et al., 2023). Fenomena peningkatan 
polarisasi sosial pada era media sosial menjadi perhatian utama, di mana 
platform ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi 
juga sebagai arena reproduksi konflik sosial (Sajian & Alif, 2025). Hal ini 
menjadi semakin krusial karena media sosial mampu menciptakan ‘ruang 
gema’ (echo chamber) yang membatasi pertukaran ide dan refleksi kritis, 
sehingga memperkuat pandangan kelompok tertentu dan menghambat 
pemahaman lintas perspektif (Hasfi, 2019). Globalisasi dan perkembangan 
digitalisasi juga turut memicu beragam konflik di Indonesia, sehingga 
diperlukan pendekatan inovatif dan adaptif dalam penyelesaiannya pada 
era digital (Hidayah et al., 2023). Dalam konteks ini, kapasitas resolusi 
konflik di era digital menuntut penguatan keterampilan komunikasi yang 
efektif serta pemahaman mendalam terkait dinamika konflik digital, baik 
pada tataran individu maupun institusi (Hidayah et al., 2023).
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Buku Referensi ini menelaah bagaimana media digital berpotensi 
menyebarkan stereotip dan polarisasi, meskipun di sisi lain juga 
menghadirkan peluang untuk memfasilitasi kerukunan sosial melalui 
interaksi yang inklusif (Farisal et al., 2024). Oleh karena itu, diperlukan 
strategi proaktif untuk mengelola konflik sosial yang timbul akibat 
perbedaan pandangan di era digital, termasuk penguatan integrasi 
nasional dan pencarian resolusi konflik yang efektif (Hidayah et al., 
2023; Sugitanata & Ridwan, 2024). Upaya ini bertujuan untuk merespon 
konflik sebelum tereskalasi dan mencegah munculnya gejala konflik yang 
sulit dikendalikan, dengan mempertimbangkan bahwa teknologi digital 
dapat menjadi alat bantu dalam memfasilitasi diskusi dan kolaborasi 
antarpihak (Hidayah et al., 2023; Takdir, 2017). Dalam menganalisis peta 
konflik, penting untuk memanfaatkan kerangka teori konflik sosial guna 
menelusuri akar perbedaan, yang kemudian dapat dilengkapi dengan teori 
manajemen konflik untuk memberikan solusi praktis di tingkat personal 
(Sugitanata & Ridwan, 2024).

Peran media sosial dalam konteks ini sangat ambigu, karena 
berpotensi menjadi media edukasi keagamaan sekaligus pemicu konflik 
agama, bahkan memfasilitasi penyebaran hoaks dan ujaran kebencian 
yang memicu polarisasi (Hidayah et al., 2023). Oleh sebab itu, literasi 
digital kritis sangat diperlukan untuk memahami dan mengenali konten 
radikal yang berpotensi memecah belah, serta diperlukan kolaborasi 
lintas sektor guna mewujudkan strategi moderasi yang holistik dan efektif 
(Gani et al., 2024). Selain itu, literasi digital, dialog antaragama, dan 
respons terhadap ancaman radikalisasi di media sosial menjadi elemen 
kunci dalam perumusan strategi moderasi beragama yang efektif (Gani 
et al., 2024). Upaya tersebut meliputi pendidikan agama yang inklusif dan 
penerapan nilai-nilai kemanusiaan, guna membentuk pemahaman yang 
lebih mendalam dan toleran di tengah masyarakat digital yang semakin 
terkoneksi (Gani et al., 2024).

Gerakan moderasi beragama yang diinisiasi oleh Kementerian Agama 
Republik Indonesia merupakan salah satu inisiatif krusial dalam menjaga 
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kerukunan umat beragama, meskipun implementasinya dihadapkan 
pada tantangan seperti resistensi kelompok tertentu dan kesenjangan di 
tingkat lokal (Mursalat & M, 2024). Namun demikian, inisiatif ini sering 
mengalami kendala dalam menyebarluaskan narasi kontra-radikalisasi 
dan mempromosikan nilai-nilai toleransi secara masif, terutama di 
tengah arus informasi yang bias dan fragmentasi audiens di media sosial 
(Nugroho, 2023). Secara praktis, promosi moderasi beragama melalui 
ruang digital menghadapi ambiguitas, sebab media digital berpotensi 
menyemai perdamaian namun juga dapat dimuati ekspresi keagamaan 
ekstrem yang justru mengaburkan pesan-pesan damai (Mahyudin et 
al., 2022). Masalah ini diperparah oleh realitas bahwa media sosial 
sering terkooptasi oleh kepentingan pemilik modal dan kelompok 
berkepentingan, sehingga berpotensi menjerumuskan publik pada pilihan 
irasional dan mengaburkan makna ruang publik (Deni et al., 2016).

Dengan demikian, diperlukan strategi komprehensif yang melibatkan 
penguatan literasi digital, verifikasi informasi, dan kolaborasi multipihak 
untuk menghadapi tantangan polarisasi agama di media sosial (Gani et 
al., 2024; Rahmawati et al., 2023). Optimalisasi strategi ini memerlukan 
penyediaan konten narasi keagamaan moderat pada situs daring, serta 
pemanfaatan media sosial untuk menyebarkan paham wasathiyah secara 
masif guna menangkal ideologi ekstremisme dan radikalisme digital 
(Mahyudin et al., 2022). Pemerintah memiliki peran sentral dalam 
merumuskan kebijakan jangka panjang moderasi beragama, sementara 
lembaga pendidikan menjadi benteng utama dalam menanamkan nilai-
nilai moderasi melalui kurikulum adaptif (Amrullah & Islamy, 2021, 2025). 
Peningkatan kompetensi multikultural guru dan sensitivitas terhadap isu 
gender juga menjadi elemen krusial dalam pendidikan agama Islam guna 
membentuk pemahaman yang inklusif dan toleran di tengah masyarakat 
multikultural (Yasin & Rahmadian, 2024).

Pemanfaatan media sosial untuk diseminasi pesan moderasi 
beragama memerlukan strategi yang tepat agar narasi damai dapat tersebar 
luas dan efektif menjangkau Generasi Z sebagai populasi digital utama 
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(Rahmawati et al., 2023). Hal ini menuntut pengembangan konten yang 
relevan, interaktif, dan mudah diakses oleh generasi muda yang akrab 
dengan teknologi digital, serta pemanfaatan algoritma platform media 
sosial guna memaksimalkan jangkauan pesan moderasi (Mahyudin et 
al., 2022). Peran aktif masyarakat dalam memverifikasi informasi dan 
melawan disinformasi juga sangat penting, mengingat dalam beberapa 
tahun terakhir 85% proses radikalisasi di Indonesia terjadi melalui 
media digital (2025). Oleh karena itu, penguatan literasi digital kritis 
dan kemampuan memverifikasi informasi menjadi sangat krusial dalam 
menahan laju penyebaran ideologi radikal di ranah daring (Rahmawati et 
al., 2023, 2025). Peningkatan literasi digital menjadi kunci utama untuk 
membekali masyarakat dengan kemampuan menyaring informasi dan 
mengidentifikasi narasi yang berpotensi intoleran atau ekstrem, sehingga 
masyarakat tidak mudah menjadi korban pesan-pesan provokatif yang 
tersebar di platform digital (Ikhwan et al., 2023).

1.2	 Rumusan Masalah
Oleh karena itu, diperlukan perumusan masalah yang mempertimbangkan 
bagaimana strategi moderasi beragama dapat dioptimalkan di tengah 
lanskap media digital yang kompleks guna meningkatkan resiliensi sosial 
dan menurunkan tingkat polarisasi (Hidayah et al., 2023; Mahyudin 
et al., 2022). Penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana 
implementasi dakwah digital dan analisis sentimen dapat dimanfaatkan 
dalam memperkuat pemahaman moderasi beragama di kalangan 
pemuda, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang yang timbul 
dalam konteks tersebut (Luthfia et al., 2025; Rumata et al., 2021). Secara 
spesifik, penelitian ini akan menganalisis efektivitas model XLM-
RoBERTa dalam mengklasifikasikan sentimen warganet terhadap isu-
isu keagamaan di media sosial, serta mengevaluasi peran Kementerian 
Agama dalam mempromosikan moderasi beragama di era digital (Luthfia 
et al., 2025; Taufiq & Alkholid, 2021). Fokus lain dari penelitian ini 
adalah mengidentifikasi strategi komunikasi yang paling efektif dalam 
menyebarkan nilai-nilai moderasi beragama melalui platform digital, 
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khususnya dalam menghadapi konten radikal dan ujaran kebencian 
(Mahyudin et al., 2022; Messakh et al., 2023). Selanjutnya, penelitian 
ini juga akan mengeksplorasi bagaimana pendidikan dan pengabdian 
masyarakat dapat berperan dalam merumuskan solusi konkret terhadap 
masalah radikalisasi, ekstremisme, dan intoleransi yang kerap diperparah 
oleh disrupsi agama di era digital (Mahyudin et al., 2022; Ridho & Sabil, 
2023).

Dengan demikian, studi ini berupaya memberikan rekomendasi 
kebijakan berbasis temuan empiris untuk memperkuat ketahanan sosial 
digital (Luthfia et al., 2025). Selain itu, penelitian ini akan menginvestigasi 
peran perguruan tinggi keagamaan Islam dalam mengarusutamakan 
moderasi beragama di ruang digital, termasuk melalui reformulasi 
kurikulum yang menekankan tasawuf dan sejarah peradaban Islam (Taufiq 
& Alkholid, 2021). Buku referensi ini juga akan membahas bagaimana 
penyebaran narasi moderasi beragama di ruang digital dapat secara efektif 
menangkal bias informasi dan kontraproduktivitas dalam memahami 
narasi keagamaan yang ekstrem (Hefni, 2020). Identifikasi faktor-faktor 
yang memengaruhi keberhasilan kampanye moderasi beragama di media 
sosial serta pemahaman dampaknya terhadap perubahan perilaku dan 
persepsi masyarakat terhadap isu-isu keagamaan yang sensitif juga akan 
dianalisis (Yuliawati & Asri, 2024).

Oleh karena itu, buku referensi ini diharapkan dapat memberikan 
kontribusi signifikan dalam pengembangan kerangka kerja strategis 
untuk pengarusutamaan moderasi beragama di era digital, khususnya 
di Indonesia (Hefni, 2020). Studi ini selanjutnya akan mengevaluasi 
metodologi analisis sentimen berbasis deep learning, seperti XLM-
RoBERTa, dalam mengidentifikasi dan mengklasifikasikan respons 
publik terhadap konten keagamaan di media sosial (Luthfia et al., 2025). 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah 
sebagai acuan dalam pemetaan ideologis masjid-masjid di Indonesia, 
yang dapat dijadikan dasar kebijakan pencegahan ajaran radikal dan 
ideologi transnasional yang menyebar melalui media sosial (Fahmi et al., 
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2023). Selanjutnya, kajian ini juga akan membahas bagaimana institusi 
pendidikan tinggi keagamaan Islam dapat mengoptimalkan perannya 
sebagai garda terdepan dalam menyebarkan nilai-nilai moderasi melalui 
konten digital yang berkualitas dan relevan (Hefni, 2020).

Perguruan tinggi keagamaan Islam juga dapat secara spesifik 
mengintegrasikan nilai-nilai kewargaan dalam kebijakan pendidikan 
mereka, serta menjadi pusat penanaman nilai-nilai kemanusiaan, 
kerukunan beragama, dan moderasi beragama di tengah tantangan 
pemahaman sektarian dan Islam transnasional (Hefni, 2020). Aspek ini 
sangat krusial mengingat media sosial telah menjadi platform utama 
penyebaran ideologi, termasuk yang mengarah pada radikalisme dan 
intoleransi, sehingga perlu diimbangi dengan narasi moderasi yang kuat 
dan berbasis pada nilai-nilai Pancasila (Fahruddin, 2014; Hanif et al., 
2025). Oleh karena itu, penelitian ini juga akan menganalisis strategi 
yang diterapkan oleh platform media sosial serta peran literasi etika 
digital dalam mendeteksi dan menangani konten berisiko secara efektif, 
sekaligus meningkatkan kesadaran kolektif akan batasan kebebasan 
berekspresi dalam kerangka norma sosial dan moral (Luthfia et al., 2025). 
Kajian ini diharapkan dapat memberikan wawasan berharga bagi para 
pemangku kepentingan dalam mengembangkan kebijakan yang efektif 
untuk merespons ancaman radikalisasi yang muncul melalui ruang 
digital (Gani et al., 2024). Penelitian ini juga akan mengkaji bagaimana 
teknologi kecerdasan buatan, khususnya melalui analisis pola perilaku 
dan minat audiens, dapat digunakan untuk merancang konten dakwah 
yang lebih tepat sasaran dan efektif dalam mempromosikan moderasi 
beragama (Hidayatullah et al., 2024). Selain itu, penelitian ini juga akan 
mengidentifikasi metode paling efektif untuk menyebarkan narasi 
moderasi beragama melalui platform digital, termasuk pemanfaatan meme 
dan konten visual lain yang relevan dengan generasi muda (Amrullah & 
Islamy, 2021; Zulfikar et al., 2023). Penelitian ini juga akan mengevaluasi 
peran Pendidikan Agama Islam dalam membentengi siswa dari radikalisme 
digital dengan mengintegrasikan pemahaman inklusif dan literasi digital 
ke dalam materi pembelajaran (2025).
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1.3	 Tujuan dan Manfaat Penulisan
Buku referensi ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi 
moderasi beragama di platform digital serta mengidentifikasi faktor-
faktor yang mendukung maupun menghambat keberhasilannya, demi 
menciptakan lingkungan digital yang lebih inklusif dan toleran (Hefni, 
2020; Taufiq & Alkholid, 2021). Upaya ini sejalan dengan kebijakan 
pemerintah dalam mengarusutamakan moderasi beragama, meskipun 
di media sosial kerap muncul narasi penolakan terhadap konsep tersebut 
(Albana, 2022). Manfaat penelitian ini diharapkan mampu memberikan 
pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika interaksi keagamaan 
di media sosial, serta merumuskan strategi pencegahan masalah sosial 
terkait isu SARA dan diskriminasi di ranah digital (Sastrawardana, 
2024). Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi 
pengembangan kebijakan dan program literasi digital yang lebih efektif 
dalam menangkal penyebaran ideologi ekstremis dan intoleransi di dunia 
maya (Arif et al., 2024; Hanif et al., 2025; Sastrawardana, 2024). Studi 
ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi akademisi, praktisi, 
dan pembuat kebijakan dalam merancang intervensi yang tepat guna 
meningkatkan moderasi beragama di era digital (Mardiyah et al., 2024; 
Rumata et al., 2021). Secara praktis, temuan penelitian ini diharapkan 
dapat mempromosikan kerukunan antarumat beragama di Indonesia, 
membantu masyarakat bersikap bijak dalam menghadapi teknologi digital, 
serta mendorong pemikiran kritis dalam menyikapi penyebaran informasi 
di media sosial (Rahmawati et al., 2023).

Buku referensi ini juga berupaya menganalisis peran media sosial 
sebagai saluran utama penyebaran ideologi radikal dan mengidentifikasi 
strategi moderasi yang dapat diterapkan, mengingat tantangan aktual yang 
dihadapi masyarakat global pada era digital (Gani et al., 2024). Penguatan 
literasi digital dan etika digital, bersamaan dengan pengembangan 
mekanisme moderasi pada platform media sosial, menjadi sangat 
krusial untuk mendeteksi serta menangani konten berisiko secara lebih 
cepat (Luthfia et al., 2025). Selanjutnya, penelitian ini akan mengkaji 



8 Manajemen Konflik Sosial: 
Isu Polarisasi Politik dan Media Sosial

bagaimana model XLM-RoBERTa dapat secara efektif mengidentifikasi 
dan mengklasifikasikan sentimen publik terhadap isu-isu keagamaan yang 
sensitif, sehingga dapat mendukung upaya moderasi konten dan mencegah 
penyebaran narasi radikal secara lebih efisien (Luthfia et al., 2025). 
Keberhasilan penerapan model XLM-RoBERTa dalam mengklasifikasikan 
opini warganet ke dalam kategori sentimen positif, netral, dan negatif 
dengan akurasi tinggi membuktikan potensi teknologi ini dalam 
memahami respons publik terhadap isu-isu sensitif (Luthfia et al., 2025). 
Kajian ini diharapkan dapat memberikan wawasan empiris mengenai 
respons moral masyarakat digital terhadap pelanggaran etika, yang dapat 
dijadikan dasar bagi pengambil kebijakan dan pengembang platform 
untuk memperkuat tata kelola konten dan program literasi (Luthfia et al., 
2025). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
kontribusi yang signifikan dalam meminimalkan permasalahan etika 
bermedia sosial serta memperkaya khazanah pengetahuan Islam dan 
negara terkait etika bermedia sosial di era Revolusi Industri 4.0 dan Society 
5.0 (Haliza et al., 2022).

Secara spesifik, buku referensi ini dapat menjadi fondasi untuk 
mengukur sentimen masyarakat terhadap pluralisme isu keagamaan, 
tidak hanya terkait produk non-halal, tetapi juga dalam memahami 
isu-isu agama yang lebih sensitif di ruang media sosial seperti Twitter 
(Kushardiyanti et al., 2022). Penelitian ini mengadopsi metode deskriptif 
melalui analisis pustaka dengan merujuk pada sumber primer dan 
sekunder untuk menyusun kerangka teoritis yang komprehensif (Novita, 
2023). Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan identifikasi 
pola, konsep, dan kesenjangan pengetahuan dari studi-studi terdahulu, 
sehingga memberikan dasar teori yang kuat dan mengarahkan perumusan 
masalah (Tumanggor & Sazali, 2025). Penelitian ini juga memanfaatkan 
pendekatan studi kasus untuk menganalisis secara mendalam fenomena 
spesifik terkait penyebaran narasi keagamaan di media sosial, guna 
memberikan konteks empiris yang kaya (Basid & Rahmah, 2023; Luthfia 
et al., 2025). Pengumpulan data primer dilakukan melalui analisis Al-
Qur’an dan hukum negara, sedangkan data sekunder diperoleh dari 
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jurnal dan literatur terkait (Haliza et al., 2022). Metodologi deskriptif-
kualitatif yang didasarkan pada kajian konseptual data kepustakaan ini 
memungkinkan analisis holistik melalui proses reduksi dan penyajian data 
untuk membentuk pemahaman baru mengenai fenomena yang diteliti 
(Hanif & Rahman, 2023).

Melalui pendekatan tersebut, prosedur moralitas diskursus dalam 
struktur otoritas wacana keagamaan di media sosial dapat ditegakkan 
guna mencegah penggantian keyakinan terhadap Tuhan sebagai otoritas 
tertinggi dengan klaim-klaim sepihak (Hanif & Rahman, 2023). Penelitian 
ini juga secara khusus akan mengkaji fatwa daring dan otoritas Islam 
dalam konteks media baru, dengan menganalisis bagaimana fatwa-
fatwa yang dikeluarkan melalui platform digital memengaruhi aturan 
agama dan interaksi sosial (Asmar et al., 2023). Aspek lain yang akan 
ditelusuri adalah dampak literatur keagamaan digital terhadap pergeseran 
paradigma otoritas keagamaan di kalangan Muslim Indonesia, khususnya 
di era pasca-kebenaran dan masyarakat 5.0, di mana individu cenderung 
mencari solusi keagamaan di luar otoritas tradisional (Ichwan et al., 
2024). Temuan ini menunjukkan bahwa digitalisasi telah mendorong 
pergeseran literatur keagamaan di kalangan Muslim Indonesia, dari ulama 
ke media sosial (Ichwan et al., 2024). Pergeseran tersebut menuntut analisis 
mendalam mengenai bagaimana otoritas keagamaan direkonstruksi dan 
diinterpretasikan dalam ekosistem digital, beserta implikasinya terhadap 
kohesi sosial dan pemahaman moderasi beragama di kalangan generasi 
muda (Rumata et al., 2021).

Buku Referensi ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif 
untuk memahami realitas keberagamaan di ruang digital, dengan data 
diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi aktivitas 
keagamaan di media daring (Pabbajah et al., 2022). Pendekatan deskriptif-
kualitatif berbasis kajian literatur ini memungkinkan reduksi data 
dan pembangunan konsep baru yang utuh dan segar, dengan analisis 
data menggunakan analisis isi yang menekankan intertekstualitas dan 
kreativitas mendalam (Rumata et al., 2021).
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Bab 2
TEORI DAN KONSEP KONFLIK SOSIAL

2.1	 Definisi Konflik Sosial
Konflik sosial merupakan fenomena yang tidak terelakkan dalam 
kehidupan bermasyarakat dan telah menjadi objek kajian penting dalam 
sosiologi maupun ilmu sosial lainnya. Secara umum, konflik sosial 
didefinisikan sebagai pertentangan atau perbedaan kepentingan yang 
melibatkan dua pihak atau lebih, baik individu maupun kelompok, yang 
dapat berujung pada ketegangan, perdebatan, bahkan kekerasan (Takdir, 
2017). Dalam perspektif sosiologis, konflik berakar pada disonansi nilai, 
ketidakmerataan distribusi sumber daya, serta perebutan kekuasaan 
yang dapat mengikis kohesi sosial (Mahyudin et al., 2022). Lewis A. 
Coser, salah satu tokoh teori konflik, mendefinisikan konflik sebagai 
perjuangan atas nilai dan pengakuan atas status, kekuasaan, serta sumber 
daya yang langka, di mana pihak-pihak yang bersaing berupaya untuk 
menetralkan, merugikan, atau bahkan melenyapkan lawan mereka 
(Hakim & Abdurahman, 2023). Sementara itu, Ralf Dahrendorf menyoroti 
konflik sebagai manifestasi dari struktur sosial yang hierarkis, di mana 
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kelompok-kelompok dengan otoritas berbeda saling berhadapan untuk 
mempertahankan atau mengubah tatanan yang ada.

Konflik sosial juga dapat dipahami sebagai fenomena yang inheren 
dalam interaksi manusia, di mana perbedaan interpretasi keagamaan 
maupun nilai-nilai spiritual kerap menjadi pemicu utama, khususnya 
dalam konteks interaksi antaragama (Ariyanto, 2023). Studi-studi terkini 
mengungkapkan bahwa konflik sosial dapat timbul dari ketegangan, 
pertentangan, atau perbedaan antara individu, kelompok, atau lembaga 
yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan, nilai, tujuan, maupun 
sumber daya (Simarmata et al., 2024). Dalam konteks digital, manifestasi 
konflik kini sering ditemukan melalui polarisasi isu-isu keagamaan di 
media sosial, yang berpotensi memicu ketegangan dan kekerasan di 
masyarakat (Faizin et al., 2024). Oleh karena itu, analisis sentimen terhadap 
komentar publik di media sosial menjadi salah satu instrumen penting 
untuk memahami dinamika konflik dan respons masyarakat terhadap 
isu-isu sensitif, seperti pelanggaran etika digital atau konten keagamaan 
yang kontroversial (Luthfia et al., 2025).

Konflik yang terjadi di ranah digital dapat diklasifikasikan ke dalam 
dua kategori utama, yaitu konflik horizontal dan konflik vertikal. Konflik 
horizontal melibatkan perbedaan antar kelompok budaya atau agama 
dalam masyarakat, sedangkan konflik vertikal merujuk pada ketegangan 
antara pemerintah dengan kelompok-kelompok tertentu (Rantona & 
Husna, 2018). Muhammad Sholeh Isre mendefinisikan konflik sebagai 
situasi di mana kelompok-kelompok dengan identitas yang jelas terlibat 
secara sadar dalam pertentangan, berupaya mempertahankan klaim atas 
sumber daya, kekuasaan, atau status yang terbatas, bahkan dengan tujuan 
mencederai atau mengeliminasi lawan (Sopiyan et al., 2022).

Konflik ini tidak hanya dipicu oleh perbedaan pemahaman atas suatu 
fenomena, melainkan juga diperparah oleh modal sosial yang belum 
mapan serta penanganan konflik yang belum efektif dari pemerintah 
(Rofi’ah et al., 2021). Konflik kepentingan dapat pula muncul dari motivasi 
individu yang beragam dalam melaksanakan peran dan tugas, sedangkan 
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konflik horizontal seringkali dipicu oleh perbedaan persepsi di antara 
anggota organisasi dengan kedudukan yang setara (Kamaludin, 2022). 
Selain itu, konflik dapat timbul ketika individu tidak mampu memilih di 
antara dua atau lebih kebutuhan atau tujuan yang saling eksklusif, sehingga 
memaksa individu tersebut untuk mengorbankan salah satu kebutuhan 
atau tujuan (Asih et al., 2018).

Faktor-faktor struktural seperti ketimpangan sosial, korupsi, 
kelangkaan sumber daya, dominasi, dan eksploitasi menjadi pendorong 
utama kekerasan dan konflik sosial, yang seringkali diperparah oleh 
penyalahgunaan agama sebagai alat pemecah belah (Hyangsewu 
& Lestari, 2022; Nugroho, 2023). Dalam banyak kasus, konflik yang 
mengatasnamakan agama sebenarnya lebih sering disebabkan oleh 
penggunaan agama sebagai instrumen politik atau politik identitas, bukan 
semata-mata karena perbedaan keyakinan (Hyangsewu & Lestari, 2022). 
Fenomena polarisasi sosial di media sosial semakin mengemuka, di mana 
platform digital bukan hanya menjadi sarana komunikasi, melainkan juga 
arena terjadinya reproduksi konflik sosial akibat perbedaan identitas dan 
penyebaran informasi yang terfragmentasi (Sajian & Alif, 2025).

Kondisi ini menciptakan eforia digital yang mampu memicu konflik 
agama di tengah masyarakat pluralistik seperti Indonesia. Sebagai contoh, 
dalam kasus Pilgub DKI Jakarta, isu agama digunakan secara strategis 
sebagai alat propaganda politik dan disebarkan secara masif melalui 
media digital (Rantona & Husna, 2018). Dalam konteks tersebut, agama 
seringkali dipolitisasi sebagai simbol untuk memperoleh dukungan politik 
dan kekuasaan, bukan sebagai refleksi perilaku maupun ideologi partai 
atau kelompok itu sendiri (Rantona & Husna, 2018).

Selain faktor eksternal, dinamika internal juga turut berperan dalam 
memperumit konflik sosial di era digital, seperti lemahnya literasi digital, 
rendahnya kemampuan verifikasi informasi, serta adanya algoritma media 
sosial yang cenderung memperkuat ruang gema (echo chamber) dan 
membatasi pertukaran ide lintas kelompok. Hal ini berimplikasi pada 
semakin rentannya masyarakat terhadap disinformasi, ujaran kebencian, 
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serta narasi-narasi intoleran yang dapat dengan mudah menyulut konflik 
baru di dunia maya.

Dengan demikian, pemahaman yang komprehensif mengenai konflik 
sosial, baik dari dimensi konseptual maupun aplikasi di era digital, sangat 
diperlukan. Upaya resolusi konflik yang adaptif harus mengintegrasikan 
pendekatan multidisipliner, penguatan literasi digital, serta peningkatan 
dialog lintas identitas guna membangun kohesi sosial yang lebih inklusif 
dan berkelanjutan di tengah masyarakat digital Indonesia.

2.2	 Karakteristik Konflik Sosial
Karakteristik konflik sosial sangatlah kompleks dan multidimensional, 
melibatkan berbagai tingkatan aktor mulai dari individu, kelompok 
kecil, hingga kelompok besar dalam masyarakat. Kompleksitas tersebut 
tidak lepas dari dinamika multifaktorial yang melibatkan aspek ekonomi, 
politik, budaya, dan psikologis secara bersamaan. Konflik sosial sering 
kali berkembang dari sekadar perbedaan kepentingan menuju persaingan 
untuk menetralkan atau bahkan melenyapkan lawan, terutama ketika 
kepentingan kelompok tertentu menjadi dominan (Akhsan & Darmawan, 
2023). Fenomena ini diperburuk oleh perbedaan pandangan dunia, 
doktrin keagamaan, filosofi sosial, dan interpretasi nilai, yang memicu 
persaingan ideologis di samping perebutan sumber daya ekonomi maupun 
politik (Retnowati, 2018).

Dimensi psikologis dalam konflik sosial juga tidak kalah pentingnya. 
Frustrasi, ketidakamanan, kecemasan kolektif, dan tekanan demografi 
dapat memicu akumulasi ketegangan yang akhirnya mengarah pada 
konflik terbuka (Deni et al., 2016). Dalam konteks Indonesia, ketimpangan 
ekonomi dan sosial menjadi pemicu utama konflik, baik antara kelompok 
kaya dengan miskin, maupun antara masyarakat perkotaan dan pedesaan. 
Kesenjangan ini diperparah oleh akses informasi yang terbatas dan narasi 
identitas yang memecah belah, sehingga polarisasi serta ketidakpercayaan 
antarkelompok semakin meningkat (Hababil et al., 2024; Prasojo & 
Pabbajah, 2020).
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Di era digital, karakter konflik sosial mengalami perubahan signifikan. 
Disinformasi, hoaks, dan ujaran kebencian yang menyebar di media 
sosial tidak hanya memperburuk suasana, tetapi juga menjadi pemicu 
polarisasi politik dan sosial yang dapat mengancam stabilitas nasional 
(Vu et al., 2025). Media sosial, dengan algoritmanya yang memperkuat 
echo chamber, sering kali menghadirkan ruang di mana kelompok “kita” 
dan “mereka” semakin terpisah secara ekstrem. Penyalahgunaan media 
sosial pun berperan dalam meningkatkan insiden cyberbullying, serta 
menyebarkan konten keagamaan ambigu yang dapat memicu konflik 
agama (Hafidz, 2021; Hidayah et al., 2023). Apabila narasi-narasi tersebut 
tidak direspons secara tepat, polarisasi akan semakin tajam, dengan 
kelompok mayoritas cenderung mengangkat derajat kelompok sendiri 
dan merendahkan atau melecehkan kelompok lain (Kamal, 2022).

Dinamika konflik juga dipengaruhi oleh interaksi antara proses 
psikologis individu dan budaya kolektif. Konflik tidak hanya merupakan 
hasil interaksi makro seperti industrialisasi, kapitalisasi ekonomi, 
dan perebutan kekuasaan, tetapi juga hasil dari proses mikro seperti 
kecemburuan, frustrasi, dan ketidakpuasan individu (Takdir, 2017; Arsal 
et al., 2022). Kesenjangan sosial yang menciptakan dikotomi tajam antara 
kelompok kaya-miskin atau menang-kalah sering kali menjadi pemicu 
utama konflik, apalagi dalam era modernisasi yang ditandai meningkatnya 
kebutuhan ekonomi, sosial, dan politik (Arsal et al., 2022). Selain faktor 
ekonomi dan sosial, latar belakang agama, suku, dan ras juga menjadi 
sumber konflik yang menonjol di Indonesia. Kelompok-kelompok 
besar di media sosial dapat memanfaatkan momentum tertentu untuk 
menggalang massa, membentuk opini, serta menjadi agen perubahan 
yang memengaruhi stabilitas nasional (Pratidina & Mitha, 2023). Polarisasi 
yang terjadi tidak hanya di tingkat elit, tetapi juga menyentuh kelompok 
akar rumput, didorong oleh intensitas interaksi digital yang tinggi dan 
rendahnya literasi digital masyarakat.

Peningkatan intensitas konflik sering kali dipicu oleh kebutuhan 
manusia yang semakin beragam dan kompleks, didorong oleh tingginya 
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tingkat pengetahuan serta tuntutan pemenuhan kepentingan ekonomi, 
sosial, dan politik (Arsal et al., 2022). Dalam masyarakat majemuk 
seperti Indonesia, interaksi sosial yang intens dapat diperparah oleh 
kecemburuan ekonomi, kebijakan pemerintah yang tidak aspiratif, rasa 
kecewa, frustrasi, serta ketimpangan sosial dan diskriminasi berbasis 
ras, etnis, atau agama (Taufiq, 2021). Dalam konteks polarisasi politik, 
elit sering mengeksploitasi isu ekonomi dan ketimpangan sosial untuk 
memobilisasi dukungan massa, membingkai lawan politik dalam narasi 
“baik” versus “jahat” (Mansyur, 2023). Isu perbedaan agama, etnis, dan 
identitas lokal pun kerap dieksploitasi demi kepentingan politik praktis, 
sehingga menimbulkan perpecahan dan mengancam integrasi nasional 
(Bagja, 2024.; Khotimah, 2017).

Media sosial semakin memperparah polarisasi ini, tidak hanya melalui 
penyebaran ujaran kebencian dan hoaks, tetapi juga karena kemudahan 
akses informasi yang belum diimbangi dengan literasi digital yang memadai 
(Hidayah et al., 2023; Tinambunan, 2020). Penyebaran narasi radikal dan 
intoleran di media sosial menjadi tantangan besar, karena mampu memicu 
konflik lintas identitas secara masif. Tidak jarang, kelompok tertentu 
memanfaatkan algoritma media sosial untuk memperluas jangkauan 
propaganda mereka, menciptakan polarisasi yang semakin dalam.

Pada akhirnya, karakteristik konflik sosial di Indonesia tidak hanya 
ditentukan oleh faktor-faktor struktural seperti ekonomi, politik, dan 
budaya, tetapi juga oleh faktor psikologis dan teknologi. Konflik sosial di 
era digital menuntut pendekatan yang komprehensif dan adaptif, dengan 
menekankan pentingnya penguatan literasi digital, pembangunan dialog 
lintas identitas, serta penegakan hukum yang adil. Upaya mengatasi 
konflik sosial perlu didukung oleh kolaborasi multipihak, inovasi dalam 
penyelesaian konflik, serta penguatan kesadaran kolektif untuk menjaga 
kohesi dan integrasi sosial di tengah kemajemukan masyarakat Indonesia..
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2.3	 Faktor Penyebab Konflik Sosial
Faktor-faktor penyebab konflik sosial di Indonesia sangat beragam 
dan dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori utama, seperti 
perbedaan individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, 
serta perubahan sosial yang cepat (Hapsin, 2014). Secara lebih mendalam, 
aspek ideologis, perubahan stratifikasi sosial, serta dikotomi agama-
politik juga menjadi unsur-unsur yang dapat memperuncing konflik di 
masyarakat (Sopiyan et al., 2022). Salah satu penyebab mendasar konflik 
sosial adalah kemajemukan vertikal, yaitu ketimpangan dalam distribusi 
pendidikan, kekayaan, dan kekuasaan di antara kelompok masyarakat 
(Gultom & Fauzi, 2021). Ketidakmerataan ini sering kali menjadi sumber 
utama ketegangan sosial, khususnya di masyarakat multikultural seperti 
Indonesia.

Selain ketimpangan struktural, lemahnya institusi negara dalam 
mengelola kemajemukan masyarakat dan ketidakmampuan negara 
dalam memenuhi kebutuhan dasar warga turut memperbesar potensi 
konflik (Heriyanti, 2022). Penolakan terhadap perbedaan pandangan serta 
rendahnya kesiapan dalam menghadapi perubahan sosial juga menjadi 
pemicu signifikan. Kurangnya kesadaran kolektif untuk menerima 
perbedaan di ruang publik memperparah situasi, sebagaimana terlihat 
dalam berbagai kasus konflik di Indonesia (Deni et al., 2016). Aspek politik 
dan ekonomi kerap memperkeruh keadaan, terutama ketika kepentingan 
tertentu memengaruhi interpretasi atas sumber keagamaan, sehingga 
mempertegas batas-batas identitas kelompok (Retnowati, 2018).

Konflik politik muncul akibat persaingan dalam pembagian kekuasaan, 
yang terutama terjadi jika terjadi pertentangan tajam antar kelompok elit 
politik (Mupida, 2019). Distribusi kekuasaan yang tidak merata dari pusat 
ke daerah, meskipun dimaksudkan untuk mendemokratisasi ekonomi, 
sering kali malah menimbulkan konflik baru akibat perebutan kepentingan 
dan kemunculan oligarki ekonomi-politik di tingkat lokal (Deni et al., 
2016). Di sisi lain, konflik sosial di Indonesia juga sering memiliki latar 
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belakang agama, etnis, bahasa, ekonomi, dan politik, yang tidak jarang 
menyebabkan korban jiwa dan kerugian materiil (Digdoyo, 2018).

Konflik agama, misalnya, acap kali dipicu oleh interpretasi yang 
beragam terhadap ajaran agama di masyarakat. Hal ini menyebabkan 
konflik atas nama agama, seperti yang pernah terjadi di Poso dan Aceh 
(Sari, 2022). Di Lombok, perbedaan agama juga sering menjadi pemantik 
konflik, meskipun kerap kali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu 
demi kepentingan di luar ranah keagamaan, bahkan menimbulkan 
konflik internal agama akibat perbedaan penafsiran (Hamid, 2019). Secara 
lebih luas, kebijakan pemerintah yang sentralistik dapat menyebabkan 
ketimpangan ekonomi, hukum, politik, dan budaya, yang pada akhirnya 
menciptakan kecemburuan sosial dan politik, khususnya di daerah-daerah 
di luar Pulau Jawa yang merasa terpinggirkan dalam pembangunan 
nasional (Hamid, 2019; Hadi Gayung Kasuma, 1966).

Kegagalan dalam mendemokratisasi ekonomi dan pemerataan 
distribusi sumber daya juga dapat memperparah ketimpangan dan 
memicu konflik. Hal ini terlihat dalam kasus-kasus seperti konflik di 
Sumbawa yang dipicu oleh kesenjangan ekonomi antara suku asli dan 
pendatang (Prihantoro & Hamidah, 2017). Konflik nelayan di Indonesia 
pun kerap disebabkan oleh aspek ekonomi, seperti perebutan akses 
terhadap sumber daya dan moda produksi, yang memicu kekerasan 
komunal (Revisi et al., 2023). Interaksi kompleks antara elit politik dan 
ketimpangan alokasi sumber daya yang tidak transparan dari pemerintah 
pusat juga berkontribusi pada fragmentasi sosial dan politik, sehingga 
memperbesar risiko terjadinya konflik (Baihaqi, 2020; Farchan, 2022).

Selain faktor-faktor di atas, pembangunan yang tidak merata dan 
eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan dampak sosial 
dan lingkungan sering memperburuk ketegangan, terutama di daerah-
daerah dengan tingkat kerentanan sosial yang tinggi (Achank et al., 2021; 
Latifah, 2018). Ketika pembangunan hanya berfokus pada daerah tertentu 
dan mengabaikan kepentingan masyarakat lokal, maka kecemburuan, 
ketidakpuasan, dan perasaan terpinggirkan menjadi semakin menumpuk. 
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Selain aspek struktural dan institusional, faktor kultural juga memengaruhi 
dinamika konflik. Perbedaan nilai, norma, serta simbol-simbol budaya 
dapat memperdalam segregasi sosial, terutama ketika narasi identitas 
kelompok didorong secara eksklusif dan menafikan kelompok lain. Sering 
kali, konflik terjadi bukan hanya karena perbedaan yang ada, melainkan 
karena kegagalan dalam mengelola dan memahami perbedaan tersebut 
secara konstruktif.

Perubahan sosial yang berlangsung cepat, yang dipicu oleh globalisasi, 
modernisasi, dan perkembangan teknologi digital, juga menjadi sumber 
konflik baru. Adaptasi yang tidak merata terhadap perubahan ini 
menimbulkan kegelisahan sosial, terutama ketika sebagian kelompok 
merasa tertinggal atau kehilangan identitas di tengah arus perubahan 
(Heriyanti, 2022). Ketidaksiapan masyarakat dalam menerima perubahan 
sering kali diwujudkan dalam bentuk penolakan, resistensi, bahkan 
kekerasan terhadap kelompok yang dianggap “asing” atau membawa 
nilai baru.

Demokratisasi ekonomi yang tidak diiringi dengan keadilan 
dan pemerataan distribusi sumber daya hanya akan memperparah 
kecemburuan sosial serta memperlebar jurang antara kelompok kaya 
dan miskin, pusat dan daerah, serta mayoritas dan minoritas (Deni et al., 
2016). Dalam berbagai kasus, konflik juga dipicu oleh praktik-praktik 
diskriminatif, korupsi, serta kegagalan rezim demokratis dalam mengelola 
keragaman dan perbedaan kepentingan di masyarakat. Sebagai contoh, 
dalam konflik agraria, eksploitasi sumber daya alam oleh perusahaan 
besar tanpa memperhatikan hak masyarakat adat dan lokal sering kali 
menimbulkan perlawanan dan bentrokan. Contoh lain, fragmentasi 
sosial akibat distribusi kekuasaan yang tidak adil dan transparan juga 
memperbesar potensi konflik horizontal maupun vertikal.

Dengan demikian, penyebab konflik sosial di Indonesia tidak pernah 
berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil interaksi antara berbagai faktor 
struktural, kultural, ekonomi, politik, serta dinamika perubahan sosial yang 
berlangsung cepat. Solusi yang diambil pun harus bersifat komprehensif, 
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berorientasi pada keadilan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta 
penguatan institusi yang mampu mengelola kemajemukan dan perbedaan 
secara demokratis dan inklusif.

2.4	 Jenis-jenis Konflik Sosial
Konflik sosial dapat dikategorikan berdasarkan berbagai dimensi, termasuk 
skala, sifat, dan pihak-pihak yang terlibat, di mana masing-masing kategori 
menunjukkan dinamika serta dampak yang berbeda terhadap struktur 
sosial dan politik. Secara umum, konflik dapat diklasifikasikan berdasarkan 
intensitas, aktor yang terlibat, serta ruang lingkup geografis, yang masing-
masing memerlukan pendekatan resolusi yang spesifik. Sebagai contoh, 
konflik dapat dibedakan menjadi konflik horizontal dan vertikal. Konflik 
horizontal terjadi antar kelompok masyarakat dengan status relatif setara, 
sementara konflik vertikal melibatkan ketidakseimbangan kekuasaan 
antara masyarakat dan pemerintah atau lembaga lainnya (Harsasto, 2016).

Selain itu, konflik juga dapat dikategorikan berdasarkan jenis 
tujuannya, seperti konflik pendekatan-pendekatan, pendekatan-
penghindaran, dan penghindaran-penghindaran, yang mencerminkan 
dilema individu dalam memilih antara berbagai motif atau tujuan (Asih 
et al., 2018). Konflik pendekatan-pendekatan timbul ketika individu 
dihadapkan pada pilihan antara dua atau lebih tujuan positif yang saling 
eksklusif. Sementara itu, konflik pendekatan-penghindaran terjadi saat 
individu tertarik sekaligus ingin menghindari suatu tujuan tunggal yang 
memiliki karakteristik positif dan negatif. Adapun konflik penghindaran-
penghindaran muncul saat individu harus memilih antara dua tujuan 
negatif yang sama-sama tidak diinginkan (Rusanto et al., 2019).

Konflik juga dapat terjadi secara horizontal antarkomunitas maupun 
secara vertikal antara komunitas dan aparatur pemerintah, yang sering 
kali dipicu oleh ketidakselarasan aspirasi masyarakat dengan kebijakan 
pemerintah atau kecemburuan ekonomi (Benjamin, 2018). Misalnya, 
konflik yang muncul akibat ketidaksetaraan dalam distribusi pendapatan 
dan akses terhadap sumber daya ekonomi sering kali menjadi pemicu 
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utama instabilitas sosial dan politik (Deni et al., 2016). Adanya perbedaan 
dan keberagaman juga sering kali menjadi pangkal munculnya konflik, 
baik yang bersifat horizontal antar kelompok masyarakat maupun vertikal 
antara masyarakat dengan negara atau pemerintah (Sohendra, 2022).

Faktor-faktor seperti perbedaan kepentingan, perebutan akses 
terhadap sumber daya ekonomi, serta ketidakseimbangan kekuasaan 
dapat memicu konflik vertikal. Sementara itu, kemajemukan sosial 
horizontal yang tidak memiliki konsensus nilai bersama dapat berujung 
pada benturan budaya dan separatisme (Jumadin & Wibisono, 2021). 
Tipe kekuasaan seperti kasta atau oligarki juga dapat mempertegas garis 
pemisah dalam masyarakat, sehingga membatasi mobilitas sosial dan 
berpotensi memicu konflik vertikal yang berakar pada ketidaksetaraan 
struktural (Fauzy & Kusdinar, 2020). Konflik vertikal ini sering kali terjadi 
antara pemerintah dan masyarakat, atau antara institusi pemerintah itu 
sendiri. Sedangkan konflik horizontal umumnya melibatkan kelompok-
kelompok di masyarakat, seperti suku, agama, ras, dan antargolongan 
(Anas et al., 2019; Yuliyanto, 2017).

Perbedaan individu yang bersumber dari latar belakang ekonomi, 
pola asuh, budaya, dan urutan kelahiran juga dapat memicu konflik 
dalam masyarakat (Gultom & Fauzi, 2021). Lebih lanjut, jenis konflik 
dapat diklasifikasikan menjadi konflik individual, konflik antar kelas 
sosial atau vertikal, konflik antar kelompok sosial atau horizontal, konflik 
rasial, dan konflik politik, yang masing-masing merefleksikan perbedaan 
kepentingan dan kebutuhan (Adam & Pariangu, 2020). Konflik-konflik 
ini sering kali disebabkan oleh perbedaan kepentingan yang tidak dapat 
diselaraskan, baik pada tingkat individu maupun kelompok sosial, serta 
dapat diperparah oleh ketidakmampuan menerima perbedaan (Hafidz, 
2021).

Konflik politik, khususnya, dapat digolongkan sebagai konflik sosial 
yang timbul dari interaksi intensif antarkelompok dalam masyarakat, 
yang sering kali berkaitan dengan perebutan kekuasaan atau dengan 
keputusan politik yang dibuat oleh penguasa (Ramadlan & Wahyudi, 
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2016). Konflik semacam ini dapat bersifat vertikal, melibatkan pemerintah 
dan partai politik, atau horizontal, yang terjadi antarpartai politik (Undang 
& Thamrin, 2017). Konflik horizontal juga dapat meluas ke antarorganisasi 
sosial dan keagamaan, serta antarkelompok elit, termasuk antarpartai dan 
antar-lembaga pemerintah atau aparat (Alam, 2016).

Perluasan konflik ke dalam ranah publik, baik dalam bentuk 
konflik horizontal maupun vertikal, sering kali dipicu oleh penyempitan 
akses terhadap ruang publik dan dominasi kepentingan pasar yang 
mengkooptasi ruang tersebut (Deni et al., 2016). Dengan demikian, 
pemahaman mengenai klasifikasi konflik sosial ini menjadi penting agar 
penanganan dan resolusi konflik dapat diarahkan secara tepat sesuai 
dengan karakteristik dan akar permasalahan yang ada, guna menciptakan 
harmoni dan stabilitas dalam kehidupan bermasyarakat.

2.5	 Dampak Konflik Sosial dalam Masyarakat
Selain itu, konflik juga dapat diklasifikasikan berdasarkan cakupan 
kepentingannya menjadi konflik realistis dan non-realistis. Konflik 
realistis bersumber dari ketidaksepahaman terhadap tuntutan atau 
kepentingan tertentu, sedangkan konflik non-realistis berakar pada 
kebutuhan untuk meredakan ketegangan dari salah satu pihak (Asih et 
al., 2018; Hardjaloka, 2015). Konflik juga dapat dibedakan menjadi konflik 
pendekatan-pendekatan, pendekatan-penghindaran, dan penghindaran-
penghindaran, tergantung pada motivasi individu terhadap tujuan 
yang bersifat positif maupun negatif (Asih et al., 2018). Selanjutnya, 
konflik dapat diklasifikasikan berdasarkan level permasalahannya, yakni 
konflik vertikal yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat, serta 
konflik horizontal yang melibatkan antar-masyarakat atau antar institusi 
pemerintah (Anas et al., 2019). Konflik vertikal mencakup perselisihan 
antara pemerintah pusat, pemerintah kota, dan desa, sedangkan konflik 
horizontal sering kali melibatkan perselisihan antarsuku, agama, ras, dan 
golongan (Ramadlan & Wahyudi, 2016). Namun demikian, pemerintah 
juga dapat menjadi bagian dari konflik ini, yang berpotensi menimbulkan 
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ketidakpuasan masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian konflik yang 
ada (Yuliyanto, 2017).

Dampak dari konflik-konflik tersebut tidak hanya menimbulkan 
rasa tidak aman bagi masyarakat, tetapi juga mengganggu proses 
kehidupan sehari-hari dan berpotensi merusak tatanan sosial dan ekonomi 
(Rusanto et al., 2019). Secara spesifik, dampak tersebut dapat berupa 
kerusakan infrastruktur, penurunan aktivitas ekonomi, timbulnya korban 
jiwa dan pengungsian, yang secara kolektif merugikan pembangunan 
jangka panjang (Sohendra, 2022). Selain itu, konflik sosial dapat pula 
mengakibatkan perubahan sosial yang signifikan, baik positif maupun 
negatif, tergantung pada bagaimana masyarakat merespons dan beradaptasi 
terhadap dinamika yang terjadi. Dampak ini bisa bersifat destruktif, 
menghasilkan kerugian materiil dan non-materiil, serta mengganggu 
stabilitas sosial politik, sebagaimana yang terlihat pada konflik-konflik 
destruktif yang menyebabkan hilangnya nyawa dan harta benda (Desike 
et al., 2021). Konflik realistis, seperti yang tercermin dalam kasus Mesuji, 
seringkali berakar pada perebutan sumber daya konkret atau materiil, 
seperti lahan atau sumber ekonomi (Perbawati, 2015). Namun, ketiadaan 
konflik secara total juga dapat diinterpretasikan secara negatif, karena 
dapat mengindikasikan adanya penekanan terhadap masalah-masalah 
mendasar yang berpotensi memicu kekacauan lebih besar di masa 
mendatang (Andriyani et al., 2021).

Konflik sering kali dianggap sebagai pendorong perkembangan 
masyarakat yang progresif, di mana bentrokan sosial dapat berfungsi 
sebagai katalisator untuk mencapai tahapan sosial yang lebih baik (Undang 
& Thamrin, 2017). Pentingnya konflik dalam perubahan sosial juga diakui 
dalam beberapa teori yang memandangnya sebagai mekanisme korektif 
untuk mengatasi ketidakadilan struktural dan mendorong adaptasi 
sosial (Gultom & Harianto, 2021). Dari perspektif sosiologis, konflik 
dapat berfungsi untuk memperjelas batas-batas kelompok, memperkuat 
solidaritas internal, serta mendorong restrukturisasi sosial menuju 
keseimbangan baru (Asih et al., 2018).
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Namun demikian, konflik yang tidak terkendali, terutama yang 
disertai kekerasan, dapat mengganggu integrasi sosial, menimbulkan 
rasa takut, merusak lingkungan, menyebabkan kerugian harta benda, 
korban jiwa, hingga trauma psikologis, yang pada akhirnya menghambat 
upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Mulyono, 2015). Konflik 
dapat memperdalam permusuhan dan merusak tatanan sosial, namun 
juga bisa membawa masyarakat menuju perubahan sosial yang lebih 
baik dan mendorong kompetisi yang sehat (Trisno et al., 2019). Dampak 
positif dari konflik sosial meliputi peningkatan integrasi dan solidaritas 
internal kelompok, mendorong perubahan sosial untuk mengatasi 
kesenjangan, serta memperbaiki kapasitas kelembagaan yang berwenang 
(Adam & Pariangu, 2020). Namun, eskalasi konflik yang tidak terkendali 
dapat menimbulkan kerugian jiwa, materi, serta menjadi hambatan bagi 
perkembangan dan kemajuan masyarakat (Suwardi & Dinata, 2021).

Secara hakiki, konflik merupakan fenomena inheren dalam kehidupan 
bermasyarakat, dan dalam beberapa aspek dapat memberikan kontribusi 
positif bagi perkembangan sosial (Suprobowati, 2021). Akan tetapi, konflik 
yang tidak dikelola dengan baik cenderung bersifat destruktif, sebagaimana 
sering terjadi dalam konflik perebutan tanah yang berujung pada kekerasan 
(Muyassaroh & Dzulkarnain, 2022; Saraswati & Anas, 2023). Seringkali, 
konflik tersebut muncul akibat ketidakmampuan masyarakat dalam 
mengelola perbedaan kepentingan, sehingga mendorong individu atau 
kelompok mengambil jalan pintas yang melanggar hukum (Hafidz, 2021).

Penyelesaian konflik yang efektif membutuhkan intervensi pihak 
ketiga yang netral guna memfasilitasi dialog, mencapai kesepakatan 
bersama, serta menerapkan sanksi tegas terhadap pelanggaran demi 
menjaga stabilitas sosial (Widodo, 2020). Dalam konteks konsolidasi 
demokrasi, manajemen konflik sangat krusial untuk memulihkan dan 
memperkuat struktur politik bangsa, terutama ketika menghadapi tarik-
menarik kepentingan antar kelompok dan responsivitas negara (Deni et al., 
2016). Keterbukaan sistem demokratis dapat mengurangi kemungkinan 
konflik bersenjata, meski tidak menjamin stabilitas sepenuhnya, karena 
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memungkinkan kebebasan berekspresi dan akses informasi (Farchan, 
2022). Hal ini memungkinkan masyarakat menyuarakan ketidakpuasan 
dan berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan, sehingga mengurangi 
akumulasi ketegangan yang dapat memicu konflik kekerasan (Sopiyan 
et al., 2022).

Paradigma kontemporer memandang konflik sebagai bagian tak 
terhindarkan dari interaksi sosial, yang apabila dikelola dengan tepat 
dapat menjadi katalisator perubahan positif dan perbaikan hubungan 
sosial maupun struktural (Rosana, 2015). Penyelesaian konflik secara 
efektif, khususnya terkait sengketa agraria, memerlukan kemauan 
politik yang kuat dan pendekatan kelembagaan yang komprehensif demi 
menjamin keadilan restoratif dan preventif (Ahoen, 2025). Konsep ideal 
kebijakan pengelolaan konflik seharusnya berfokus pada pengaturan 
dan pengendalian perselisihan agar tidak berujung pada kekerasan, serta 
memastikan penyelesaian yang memberikan kepastian dan perlindungan 
hukum (Boboy et al., 2020). Pendekatan ini harus didasarkan pada prinsip 
keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, mengingat konflik sering kali 
berakar pada ketidaksetaraan dalam akses sumber daya dan pengambilan 
keputusan.
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Bab 3
POLARISASI POLITIK DALAM 

MASYARAKAT

3.1	 Pengertian Polarisasi Politik
Polarisasi politik merupakan fenomena yang merujuk pada pergeseran 
ideologi dalam sistem politik, di mana oposisi terhadap isu-isu krusial 
cenderung bersifat ekstrem dan menyebabkan semakin berkurangnya titik 
temu maupun kompromi antar kelompok (Anggraini, 2025). Polarisasi ini 
menciptakan jurang pemisah yang semakin lebar antara kubu-kubu politik, 
sehingga menghambat proses pengambilan keputusan yang konsensual 
dan berorientasi pada kepentingan bersama (Masyrullahushomad, 2019). 
Keadaan ini diperparah oleh dinamika konflik internal serta perebutan 
kekuasaan antara kekuatan politik lama dan baru, yang sama-sama 
berambisi memperoleh kekuasaan, sebagaimana terjadi pada masa transisi 
pasca-Soeharto (Deni et al., 2016).

Selain itu, polarisasi politik di Indonesia semakin dalam akibat 
munculnya praktik politik identitas dan politik transaksional yang secara 
nyata mengikis rasionalitas politik serta menempatkan kepentingan 
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kelompok di atas kemaslahatan publik (Anggraini, 2025). Politik identitas 
memanfaatkan sentimen primordial, seperti agama, etnis, atau identitas 
daerah, untuk memperkuat basis dukungan, sehingga proses demokratisasi 
sering kali berjalan tidak sehat dan jauh dari cita-cita demokrasi deliberatif. 
Praktik politik transaksional turut memperparah fragmentasi politik, di 
mana konsolidasi demokrasi di Indonesia menghadapi tantangan biaya 
politik yang sangat tinggi. Situasi ini memicu maraknya politik uang, 
klientelisme, dan konflik di tingkat akar rumput, hingga terjadi pergeseran 
dari demokrasi prosedural ke praktik klientelisme yang menggerus kualitas 
kelembagaan politik (Anggraini, 2025).

Fenomena politik uang dan klientelisme ini juga melahirkan praktik 
“perkawinan pragmatis” antara calon kepala daerah dan partai politik, 
yang berdampak pada menurunnya kualitas kaderisasi politik serta 
merosotnya integritas kelembagaan politik (Anggraini, 2025). Hal ini 
tidak hanya menghambat proses demokratisasi, tetapi juga meningkatkan 
risiko konflik politik dan kekerasan kolektif, sebagaimana yang pernah 
terjadi pada masa pasca-reformasi (Suprapto, 2013). Dengan demikian, 
konsolidasi demokrasi di Indonesia masih menghadapi hambatan 
serius, khususnya dalam membangun sistem politik yang stabil dan 
inklusif (Deni et al., 2016). Persepsi masyarakat yang semakin bias akibat 
polarisasi politik menjadi salah satu alasan utama mengapa fenomena 
ini terus berlanjut di Indonesia (Jati, 2022). Dalam konteks ini, politik 
identitas seringkali dipandang negatif karena dianggap bertentangan 
dengan prinsip kesetaraan dan keadilan, meskipun pada kenyataannya 
kemunculan politik identitas merupakan hasil interaksi antara nilai-nilai 
demokrasi arus utama dengan nilai-nilai lokal yang telah mengakar dalam 
masyarakat (Susanto et al., 2025).

Polarisasi politik di Indonesia meningkat tajam pada periode 2014-
2019, khususnya antara kelompok Islamis dan pluralis, yang dipicu oleh 
manuver aktor-aktor politik strategis (Mansyur, 2023). Polarisasi ini 
semakin kompleks dengan masifnya penggunaan politik identitas dan 
digital, yang menciptakan “perang narasi” di media sosial antara buzzer, 
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influencer, dan akun anonim dari setiap kubu politik. Praktik ini tidak 
hanya merusak integritas pemilu, tetapi juga mengikis rasionalitas politik 
publik, memperkuat prasangka, dan memperdalam fragmentasi sosial 
(Susanto et al., 2025).

Penggunaan politik identitas secara masif melalui media digital telah 
mengubah lanskap politik Indonesia. Media sosial menjadi ruang utama 
dalam pertarungan narasi, di mana buzzer politik dan akun anonim 
menyebarkan informasi yang sering kali bias, provokatif, bahkan hoaks. 
Hal ini berdampak langsung pada menurunnya kualitas demokrasi, 
karena masyarakat lebih mudah terdorong pada polarisasi, intoleransi, 
dan perpecahan sosial. Fragmentasi sosial yang dihasilkan tidak hanya 
berdampak pada hubungan antarkelompok dalam masyarakat, tetapi juga 
berimplikasi pada menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi 
demokrasi, seperti partai politik, lembaga legislatif, dan penyelenggara 
pemilu (“Politik Identitas, Ancaman Demokrasi Dan Ketahanan Nasional 
Jelang Pilpres 2024, 2023; Wingarta et al., 2021).

Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi masyarakat menuju 
demokrasi yang inklusif dan transformasional di Indonesia masih jauh dari 
harapan. Politik identitas dan polarisasi yang dimotori oleh kepentingan 
elektoral jangka pendek menjadikan demokrasi di Indonesia lebih bersifat 
prosedural daripada substantif (Wingarta et al., 2021). Demokrasi hanya 
berjalan sebagai rutinitas pemilu, tanpa disertai penguatan nilai-nilai 
deliberatif, inklusivitas, dan partisipasi yang sehat. Lebih jauh, polarisasi 
politik yang berkembang di masyarakat juga berdampak pada penurunan 
kualitas dialog publik dan menurunnya kemampuan masyarakat untuk 
menemukan kompromi atau titik temu. Akibatnya, proses pengambilan 
kebijakan publik menjadi kurang efektif, karena lebih didasarkan pada 
kepentingan kelompok daripada pertimbangan rasional dan kepentingan 
umum. Situasi ini juga memperbesar risiko terjadinya konflik sosial, 
kekerasan kolektif, dan instabilitas politik, yang pada akhirnya dapat 
mengancam ketahanan nasional.
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Paradigma politik identitas dan polarisasi juga berpotensi 
menutup ruang bagi lahirnya kepemimpinan politik yang berkualitas, 
berintegritas, dan visioner. Kaderisasi politik menjadi terhambat, karena 
lebih diutamakan figur-figur yang memiliki kedekatan primordial dan 
elektabilitas tinggi, bukan kapasitas ataupun integritas. Dalam jangka 
panjang, hal ini dapat melemahkan kualitas pemerintahan maupun 
representasi politik di parlemen, sehingga masyarakat semakin apatis 
terhadap proses politik. Oleh karena itu, perlu adanya langkah strategis 
untuk mengurangi polarisasi politik di Indonesia, di antaranya dengan 
memperkuat pendidikan politik, meningkatkan literasi digital, dan 
mendorong dialog lintas kelompok. Selain itu, penegakan hukum yang adil 
dan transparan serta penguatan kelembagaan politik sangat diperlukan 
agar demokrasi Indonesia dapat berkembang secara lebih substansial, 
inklusif, dan berkelanjutan. Upaya-upaya ini tidak hanya penting untuk 
menurunkan tingkat polarisasi, tetapi juga untuk mewujudkan demokrasi 
yang berkeadilan sosial dan berorientasi pada kepentingan bersama 
seluruh warga negara..

3.2	 Sejarah dan Perkembangan Polarisasi Politik
Secara historis, polarisasi politik di Indonesia sering kali berakar pada 
kompleksitas sosiokultural dan religius yang mewarnai masyarakat 
Indonesia. Faktor-faktor ini kemudian dieksploitasi secara cermat oleh 
elite politik untuk mobilisasi dukungan, khususnya dalam perhelatan 
pemilihan kepala daerah yang sarat dengan praktik politik identitas 
(Anggraini, 2025; “Politik Identitas, Ancaman Demokrasi Dan Ketahanan 
Nasional Jelang Pilpres 2024,” 2023). Dalam konteks demokrasi pasca-
reformasi, fenomena politik identitas dan populisme justru semakin 
menguat, menimbulkan tantangan serius terhadap kualitas demokrasi di 
Indonesia (Wingarta et al., 2021).

Salah satu manifestasi nyata dari politik identitas adalah penggunaan 
simbolisasi Islam oleh partai-partai politik Islam untuk menggalang 
pemilih melalui sentimen keagamaan yang bersifat emosional. Strategi 
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ini memperlihatkan upaya elite politik untuk membangkitkan sentimen 
identitas keagamaan di tengah masyarakat, sehingga suara pemilih lebih 
mudah diarahkan berdasarkan ikatan emosional daripada pertimbangan 
rasional (Ummatin, 2020). Populisme berbasis identitas ini kerap kali 
muncul dari kelompok menengah Muslim yang rentan secara sosial dan 
ekonomi, sebagaimana terjadi dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 dan Pilpres 
2019. Dalam peristiwa tersebut, perasaan inferioritas dan kerentanan 
mendorong kelompok ini untuk menyalahkan kelompok ekonomi mapan, 
termasuk kelompok etnis non-Muslim dan non-pribumi, sebagai biang 
kerok ketidakadilan yang mereka rasakan (Syamsudin & Dewi, 2024).

Isu-isu identitas yang sensitif kemudian dimanipulasi secara 
strategis oleh aktor politik, seperti Amien Rais dengan slogan “berantas 
KKN” (korupsi, kolusi, dan nepotisme) atau Wiranto dengan gagasan 
“strong leader” guna menarik simpati publik. Meskipun efektif dalam 
mengumpulkan dukungan, strategi ini sering kali memperparah polarisasi 
di tengah masyarakat (Deni et al., 2016). Pola serupa tampak dalam praktik 
politik transaksional yang melibatkan jual beli tiket pencalonan, pembelian 
suara pemilih, hingga suap kepada penyelenggara pemilu. Praktik ini tidak 
hanya memperparah korupsi politik, tetapi juga menyebabkan biaya 
politik menjadi sangat mahal dan sistem politik didominasi oleh kekuatan 
modal (Wardiana, 2025).

Akibat dari maraknya politik transaksional dan identitas, masyarakat 
Indonesia cenderung tidak memiliki preferensi ideologis yang kuat 
ketika memilih partai politik. Hal ini mendorong partai-partai politik 
untuk menempuh jalan pintas, seperti mempraktikkan politik uang 
atau menggunakan simbol-simbol identitas berbasis agama dan suku 
demi mengamankan suara elektoral (Wingarta et al., 2021). Lemahnya 
ideologi partai politik di Indonesia menyebabkan partai lebih memilih 
strategi populisme dan simbolisasi identitas ketimbang membangun basis 
programatik yang jelas.

Kondisi ini semakin diperparah dengan munculnya politik identitas 
sebagai wacana elektoral yang memicu perdebatan dan pertentangan 
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antara kelompok nasionalis dan Islam radikal, sehingga menghasilkan 
ketegangan sosial yang kronis dan polarisasi berkepanjangan di 
Indonesia (Saputra & Firdaus, 2023). Polarisasi politik yang berbasis 
identitas agama dan etnis tidak hanya terjadi pada level elite, tetapi juga 
merembes ke level akar rumput, memecah masyarakat ke dalam kubu-
kubu yang saling berseberangan. Politik identitas berbasis agama juga 
memperkuat segmentasi massa, memunculkan eksklusivitas kelompok, 
serta memudarkan ruang dialog dan moderasi yang seharusnya menjadi 
ciri demokrasi deliberatif.

Fenomena populisme bersentimen agama semakin nyata dalam 
kontestasi Pilkada 2017 dan Pemilu 2019, di mana kampanye politik 
didominasi oleh narasi konfrontatif dan penolakan terhadap kelompok 
yang dianggap “berbeda”. Narasi-narasi ekstrem ini meniadakan ruang 
kompromi serta menutup kemungkinan terjadinya moderasi politik, 
sehingga masyarakat semakin sulit untuk berdialog secara sehat dan 
terbuka (Wingarta et al., 2021). Media sosial turut memperparah situasi, 
karena menjadi arena utama penyebaran narasi identitas, hoaks, dan 
ujaran kebencian yang memperdalam fragmentasi sosial.

Dampak lanjutan dari polarisasi politik berbasis identitas adalah 
semakin rapuhnya integrasi sosial dan menurunnya kepercayaan publik 
terhadap institusi-institusi demokrasi. Publik menjadi semakin skeptis 
terhadap proses politik, karena melihat praktik politik yang didominasi 
oleh transaksi, manipulasi identitas, serta minimnya tawaran program yang 
substantif dari partai politik. Hal ini juga berdampak pada menurunnya 
kualitas kaderisasi politik, di mana figur-figur yang terpilih lebih sering 
didasarkan pada popularitas dan kedekatan identitas, bukan kapasitas, 
integritas, atau visi kepemimpinan.

Selain itu, polarisasi politik yang berbasis agama dan identitas juga 
dapat mengancam stabilitas nasional dan meningkatkan potensi konflik 
horizontal di masyarakat. Ketika politik identitas dijadikan kendaraan 
utama dalam kontestasi politik, maka ruang publik akan semakin dipenuhi 
oleh narasi eksklusif yang meminggirkan kelompok minoritas dan 
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memperuncing perbedaan. Akibatnya, proses demokrasi yang seharusnya 
inklusif dan membawa perubahan positif justru berpotensi menghasilkan 
perpecahan sosial yang akut.

Dalam menghadapi tantangan ini, diperlukan langkah-langkah 
strategis untuk mengurangi polarisasi politik di Indonesia. Upaya penguatan 
literasi politik dan pendidikan kewarganegaraan menjadi sangat penting, 
agar masyarakat mampu menyaring informasi dan mengambil keputusan 
berdasarkan pertimbangan rasional, bukan sekadar sentimen identitas. 
Selain itu, reformasi sistem kepartaian dan penguatan ideologi partai 
juga harus terus digalakkan, agar partai politik tidak lagi tergantung pada 
populisme dan politik uang, melainkan mampu menawarkan program dan 
solusi yang substantif bagi masyarakat. Terakhir, media massa dan media 
sosial harus dioptimalkan sebagai ruang dialog yang sehat dan edukatif, 
bukan sekadar arena perseteruan politik berbasis identitas.

Dengan demikian, sejarah polarisasi politik di Indonesia menunjukkan 
bahwa kompleksitas sosiokultural dan religius, jika tidak dikelola secara 
bijak, dapat menjadi ladang subur bagi praktik politik identitas dan 
populisme yang berpotensi merusak tatanan demokrasi dan integrasi 
sosial bangsa. Tantangan ini harus direspons dengan kebijakan yang 
komprehensif, inovatif, dan berorientasi pada penguatan demokrasi 
substantif serta pengelolaan keragaman secara inklusif dan berkeadilan.

3.3	 Gejala dan Indikator Polarisasi
Salah satu indikator utama polarisasi politik di Indonesia adalah 
meningkatnya konflik antarelite politik yang memperebutkan kekuasaan. 
Persaingan ini kemudian mendorong mobilisasi pemilih secara masif 
untuk meningkatkan nilai elektoral masing-masing kontestan (Mansyur, 
2023). Rivalitas yang begitu intens di antara para pendukung maupun 
kontestan sering kali mengganggu jalannya kampanye, bahkan dapat 
memicu bentrokan fisik di lapangan, sebagaimana kerap terjadi dalam 
pemilu dengan tingkat kompetisi yang sangat ketat (Bagja, 2024.). 
Fenomena ini tidak hanya mencerminkan dinamika politik nasional, tetapi 
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juga memperlihatkan bagaimana polarisasi dapat merembet ke tingkat 
akar rumput, memecah belah masyarakat dalam kelompok-kelompok 
yang saling berseberangan.

Eksploitasi isu-isu perbedaan agama, etnis, dan identitas lokal oleh 
aktor politik turut memperparah polarisasi tersebut. Para politikus sering 
kali menggunakan narasi identitas untuk memperkuat basis dukungan 
mereka, baik dengan menonjolkan keunggulan kelompok sendiri 
maupun dengan mendiskreditkan kelompok lain. Taktik ini tidak hanya 
mengancam integrasi bangsa, tetapi juga menciptakan perpecahan sosial 
yang mendalam di tengah masyarakat multikultural Indonesia (Bagja, 
2024.). Politik identitas yang dimainkan secara berlebihan berpotensi 
menimbulkan fragmentasi yang tajam, sehingga masyarakat terpolarisasi 
dalam kubu-kubu yang sulit untuk dipertemukan.

Dampak dari eksploitasi identitas ini tidak hanya terbatas pada konflik 
antarumat beragama, tetapi juga merambah ke dalam tubuh agama itu 
sendiri. Dalam banyak kasus, polarisasi yang terjadi telah melahirkan 
benturan pandangan internal dalam satu agama, bahkan mencapai 
tingkat ekstrem. Misalnya, fenomena pelabelan ‘kafir’ terhadap sesama 
muslim yang tidak mendukung calon tertentu dalam kontestasi politik 
menunjukkan betapa politik identitas dapat menggerus nilai-nilai toleransi 
dan persaudaraan dalam satu komunitas keagamaan (Ardipandanto, 
2020). Fenomena ini menandai pergeseran orientasi politik dari dialog 
dan konsensus menuju konfrontasi dan eksklusivitas.

Selain itu, dinamika polarisasi politik diperkuat oleh penggunaan 
media sosial sebagai ruang utama pertarungan narasi. Media sosial 
memberikan ruang bagi aktor politik dan pendukungnya untuk 
menyebarkan propaganda, hoaks, ujaran kebencian, hingga fitnah yang 
bertujuan memperkuat identitas kelompok dan melemahkan kelompok 
lawan. Algoritma media sosial yang menonjolkan konten yang sejalan 
dengan preferensi pengguna juga berkontribusi pada terciptanya 
echo chamber, di mana individu hanya terpapar pada informasi yang 
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memperkuat keyakinan mereka, sehingga memperparah polarisasi politik 
di masyarakat.

Polarisasi yang demikian tajam tidak jarang berujung pada kekerasan 
fisik di lapangan, terutama saat masa kampanye atau setelah pengumuman 
hasil pemilu. Bentrokan antara pendukung sering kali terjadi, disertai 
aksi unjuk rasa yang berujung pada kerusuhan dan perusakan fasilitas 
publik. Kondisi ini menunjukkan bahwa polarisasi politik tidak hanya 
berdampak pada tataran wacana atau opini, tetapi juga mengancam 
stabilitas sosial dan keamanan nasional. Keterlibatan elite politik dalam 
memperuncing polarisasi juga berdampak pada kualitas demokrasi 
di Indonesia. Ketika elite politik lebih memilih memanfaatkan isu-isu 
identitas untuk kepentingan elektoral ketimbang membangun narasi 
programatik yang substantif, maka demokrasi cenderung kehilangan 
esensinya sebagai sarana musyawarah dan pencapaian konsensus. 
Akibatnya, proses politik lebih banyak diwarnai oleh konflik kepentingan, 
kecurigaan antarkelompok, dan minimnya ruang dialog yang produktif.

Selain itu, polarisasi politik yang merasuk ke dalam masyarakat 
juga berpengaruh terhadap hubungan sosial sehari-hari. Tidak jarang, 
perbedaan pilihan politik menyebabkan retaknya hubungan keluarga, 
persahabatan, atau komunitas lokal. Dalam konteks ini, polarisasi politik 
tidak hanya menjadi isu elite, tetapi juga menjadi masalah sosial yang nyata 
di tingkat individu dan kelompok. Masyarakat menjadi semakin sulit 
untuk menerima perbedaan, dan kecenderungan untuk mengedepankan 
sentimen kelompok kian menguat. Lebih jauh, polarisasi politik yang 
didorong oleh isu identitas juga dapat menghambat upaya pembangunan 
nasional. Ketidakstabilan sosial akibat polarisasi membuat investasi dan 
roda ekonomi terganggu, sementara pemerintah menjadi kurang efektif 
dalam menjalankan program-program pembangunan karena dihadapkan 
pada resistensi politik yang tinggi. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat 
memperlambat kemajuan bangsa dan memperlebar jurang ketimpangan 
sosial-ekonomi di masyarakat.
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Untuk menghadapi tantangan polarisasi politik yang kian mengakar, 
diperlukan komitmen bersama dari seluruh elemen bangsa. Elite politik 
harus lebih mengedepankan etika politik dan menjadikan kompetisi 
sebagai ajang adu gagasan, bukan adu sentimen identitas. Media massa 
dan media sosial perlu memainkan peran edukatif dengan memberikan 
informasi yang seimbang dan membangun ruang dialog yang inklusif. 
Selain itu, literasi politik dan pendidikan kewarganegaraan harus diperkuat 
untuk membekali masyarakat dengan pemahaman yang matang tentang 
demokrasi, toleransi, serta pentingnya persatuan di tengah keberagaman. 
Dengan upaya komprehensif tersebut, diharapkan polarisasi politik 
dapat diredam, dan masyarakat Indonesia mampu kembali membangun 
konsensus nasional yang berlandaskan musyawarah, persaudaraan, dan 
kepentingan bersama, sehingga demokrasi dapat berkembang secara sehat 
dan berkelanjutan..

3.4	 Studi Kasus Polarisasi Politik di Indonesia
Salah satu contoh paling nyata dari polarisasi politik yang signifikan 
di Indonesia adalah Pemilihan Umum tahun 2019. Pada momentum 
ini, pertarungan antara dua kubu calon presiden—yang masing-masing 
didukung oleh pendukung fanatik dan elite politik—memecah belah 
masyarakat secara tajam berdasarkan afiliasi politik dan identitas sosial. 
Polarisasi ini semakin diperkuat dengan narasi “hitam-putih” yang secara 
eksplisit diusung oleh para pemimpin politik dan disebarluaskan melalui 
berbagai kanal media, baik konvensional maupun digital (Mansyur, 2023).

Fenomena polarisasi tersebut berakar pada penggunaan politik 
identitas, terutama identitas keagamaan, sebagai alat utama mobilisasi 
massa. Dalam proses kampanye, simbol-simbol agama dieksploitasi 
untuk mempertegas perbedaan antara “kita” dan “mereka”, sehingga 
meningkatkan intensitas intoleransi keagamaan dan polarisasi sosial yang 
ekstrem (Samosir & Novitasari, 2022; Syarif & Hannan, 2020). Strategi 
mobilisasi ini tercermin dari munculnya kampanye anti-kemapanan 
yang mengaitkan identitas keagamaan dengan narasi bahwa pemerintah 
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dan kelompok tertentu dianggap memarjinalkan umat Muslim. Contoh 
paling menonjol adalah kemunculan Gerakan “2019 Ganti Presiden”, yang 
secara terbuka mengekspresikan ketidakpuasan dan antipati terhadap 
pemerintahan saat itu, serta retorika “partai setan vs partai Allah” yang 
digaungkan oleh sejumlah tokoh politik dan agama (Ardipandanto, 2020).

Retorika semacam ini berhasil membelah masyarakat ke dalam dua 
kutub besar, yakni mereka yang mendukung status quo dan mereka 
yang ingin perubahan radikal, dengan masing-masing kutub saling 
menegasikan dan menolak kompromi. Polarisasi tidak hanya terjadi di 
ranah elite, namun juga merasuk ke kehidupan sehari-hari masyarakat, 
mulai dari lingkungan keluarga, komunitas, hingga tempat ibadah. Diskusi 
politik di ruang-ruang sosial sering kali berujung pada konflik verbal, 
bahkan kekerasan fisik, ketika perbedaan pilihan politik dianggap sebagai 
ancaman identitas kelompok.

Peran media sosial dalam memperkuat polarisasi juga sangat 
signifikan. Platform digital menjadi arena utama pertarungan narasi, 
di mana buzzer, influencer, dan akun anonim dari masing-masing kubu 
secara masif menyebarkan propaganda, hoaks, dan ujaran kebencian. 
Algoritma media sosial yang cenderung memperkuat konten sejalan 
dengan preferensi pengguna memperdalam ruang gema (echo chamber), 
sehingga mempersempit ruang dialog rasional dan memperluas 
fragmentasi sosial. Akibatnya, masyarakat semakin sulit menerima 
perbedaan, dan intoleransi pun meningkat—terutama terhadap kelompok 
yang dianggap “berseberangan”.

Kampanye-kampanye yang mengasosiasikan identitas keagamaan 
dengan narasi marginalisasi juga berdampak pada meningkatnya 
eksklusivitas kelompok. Solidaritas internal kelompok yang didasarkan 
pada sentimen keagamaan semakin kuat, sementara rasa saling percaya 
antarkelompok masyarakat melemah. Hal ini menciptakan dinamika 
sosial yang kian rapuh, di mana prasangka dan stereotip negatif mudah 
berkembang. Dalam beberapa kasus, polarisasi bahkan mendorong 
munculnya tindakan diskriminatif, penolakan terhadap simbol-simbol 
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keagamaan tertentu, hingga aksi massa yang berujung pada kekerasan 
fisik.

Polarisasi dalam Pemilu 2019 juga memengaruhi hubungan 
antarlembaga negara. Ketegangan antara lembaga legislatif, eksekutif, dan 
yudikatif meningkat, seiring dengan memanasnya konflik politik di tingkat 
elite. Selain itu, polarisasi berdampak pada menurunnya kepercayaan 
masyarakat terhadap institusi demokrasi, seperti KPU dan Bawaslu, yang 
kerap dianggap tidak netral dan berpihak pada salah satu kubu politik. 
Akibatnya, legitimasi hasil pemilu juga sering dipertanyakan, dan berbagai 
aksi unjuk rasa terjadi sebagai bentuk ekspresi ketidakpuasan. Dari sisi 
sosial, polarisasi politik memunculkan berbagai konsekuensi destruktif, 
seperti retaknya hubungan keluarga, persaudaraan, dan komunitas lokal. 
Perbedaan pilihan politik menjadi alasan untuk memutus tali silaturahmi 
atau bahkan melakukan perundungan (bullying) di lingkungan kerja atau 
pendidikan. Dalam konteks ini, politik identitas telah melahirkan segregasi 
sosial yang nyata, di mana individu dan kelompok saling menghindari 
interaksi dan membatasi ruang dialog.

Fenomena ini menunjukkan bahwa polarisasi politik berbasis 
identitas keagamaan telah melampaui sekadar kompetisi elektoral, dan 
bertransformasi menjadi masalah sosial yang kompleks serta mengancam 
kohesi nasional. Dalam jangka panjang, jika tidak dikelola dengan baik, 
polarisasi semacam ini dapat memperlemah integrasi bangsa, melemahkan 
budaya demokrasi inklusif, dan bahkan membuka peluang munculnya 
konflik terbuka yang lebih luas. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis 
dan berkelanjutan dari seluruh elemen bangsa untuk meredam polarisasi 
politik. Strategi tersebut dapat meliputi pendidikan politik yang inklusif, 
penguatan literasi digital, serta pengembangan ruang dialog antaridentitas 
yang konstruktif. Selain itu, para elite politik dan tokoh agama harus 
menjadi teladan dalam menyejukkan suasana dan mengedepankan nilai-
nilai persatuan, toleransi, serta keadilan sosial. Penegakan hukum yang adil 
dan transparan terhadap pelaku ujaran kebencian serta upaya moderasi 
narasi politik di media sosial juga harus terus didorong, agar polarisasi 
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ekstrem tidak semakin memperlemah sendi-sendi kehidupan berbangsa 
dan bernegara.

3.5	 Implikasi Polarisasi terhadap Kehidupan 
Sosial

Polarisasi politik yang berkelanjutan di Indonesia telah menjadi fenomena 
yang sangat mengkhawatirkan, terutama dalam konteks dinamika sosial 
dan politik pasca reformasi. Polarisasi ini tak hanya berlangsung di 
tingkat elite politik, melainkan juga telah merembes ke akar rumput, 
memengaruhi pola interaksi antarwarga, bahkan dalam komunitas yang 
sebelumnya harmonis (Bagja, 2024.; Qodir et al., 2022). Fenomena ini 
memiliki implikasi serius terhadap kohesi sosial, karena secara nyata 
mampu memecah belah komunitas, mengikis rasa kebersamaan, serta 
merusak fondasi masyarakat sipil yang inklusif. Ketika masyarakat terbelah 
ke dalam kelompok-kelompok yang saling berseberangan secara ideologis 
maupun identitas, maka potensi terjadinya fragmentasi sosial menjadi 
semakin besar.

Dampak dari polarisasi ini kian terasa ketika ruang untuk dialog 
konstruktif semakin menyempit. Ketidakmampuan untuk membangun 
dialog yang sehat dan saling menghormati menyebabkan kompromi 
politik dan pencapaian konsensus nasional menjadi sangat sulit 
diraih (Vu et al., 2025). Ketegangan ini diperparah dengan maraknya 
penggunaan media sosial sebagai arena pertarungan narasi yang sering 
kali mengedepankan sentimen emosional ketimbang rasionalitas. 
Akibatnya, informasi yang tersebar cenderung bias dan memperkuat 
prasangka, bukan mendorong pemahaman bersama. Salah satu titik 
krusial yang memperuncing polarisasi adalah perdebatan mengenai 
peran agama dalam kehidupan sosial dan politik. Di satu sisi terdapat 
kelompok Islamis yang menginginkan agar agama, khususnya Islam, 
memperoleh posisi istimewa dalam tata kelola kenegaraan, sementara 
di sisi lain terdapat kelompok pluralis yang menuntut pemisahan yang 
tegas antara agama dan negara (Mansyur, 2023). Perbedaan pandangan 
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ini tidak hanya menjadi perdebatan intelektual, melainkan juga memicu 
rivalitas yang berujung pada ketegangan sosial dan politik. Politik identitas 
pun ikut menguat seiring dengan meningkatnya kontestasi elektoral, di 
mana isu-isu keagamaan sering kali dijadikan komoditas politik untuk 
menggalang dukungan.

Kontestasi politik yang semakin intens dan didorong oleh polarisasi 
identitas berpotensi memicu konflik horizontal antarkelompok 
masyarakat. Polarisasi yang semakin tajam dapat memunculkan 
segregasi sosial, bahkan mengundang potensi kekerasan yang merusak 
tatanan sosial yang sudah terbangun (Anggraini, 2025). Dalam konteks 
ini, politik identitas kerap dimanfaatkan untuk membangun loyalitas 
kelompok sembari mendiskreditkan kelompok lain. Strategi ini sangat 
efektif terutama dalam situasi pemilihan umum yang kompetitif, di 
mana keberhasilan politikus sangat bergantung pada kemampuannya 
mengonsolidasikan basis dukungan. Selain itu, polarisasi politik juga 
diperparah oleh fenomena politik pelabelan, khususnya di kalangan 
kelompok Islam. Politik pelabelan muncul dalam bentuk pemberian cap 
atau label tertentu kepada individu atau kelompok yang dianggap tidak 
sejalan dengan preferensi politik kelompok mayoritas. Label semacam 
ini sering kali digunakan sebagai instrumen strategis untuk membentuk 
citra publik, memperkuat legitimasi politik, dan mengukuhkan klaim 
keagamaan tertentu (Masykuri & Ramadlan, 2021). Fenomena ini semakin 
mengkhawatirkan karena label tersebut bisa sangat stigmatisasi, misalnya 
cap “kafir” yang disematkan kepada sesama umat Islam yang berbeda 
pilihan politik.

Praktik politik pelabelan ini terlihat nyata dalam perhelatan Pilkada 
DKI Jakarta, di mana isu keagamaan dan identitas sangat menonjol 
dalam kampanye politik. Dalam kasus ini, identitas agama tidak lagi 
sekadar menjadi faktor personal, melainkan dijadikan alat politik yang 
ekstrem, dengan membelah masyarakat ke dalam dikotomi moral seperti 
‘pahala’ dan ‘dosa’ (Ardipandanto, 2020). Akibatnya, individu yang tidak 
mendukung calon tertentu bisa dicap sebagai berkhianat terhadap agama, 
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meskipun sesungguhnya preferensi politik adalah hak personal yang 
seharusnya dihormati. Implikasi dari fenomena ini sangat luas dan 
mendalam. Di satu sisi, polarisasi politik yang terus berlangsung dapat 
menghambat proses konsolidasi demokrasi dan memperlemah lembaga-
lembaga negara. Di sisi lain, masyarakat sipil yang seharusnya menjadi 
ruang inklusif dan toleran justru terancam terfragmentasi. Jika dibiarkan 
berlarut-larut, kondisi ini dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik 
terhadap institusi politik dan hukum, serta menghambat terciptanya 
stabilitas politik dan sosial.

Untuk mengatasi polarisasi ini, diperlukan upaya kolektif dari berbagai 
elemen bangsa. Pertama, pendidikan politik yang inklusif dan berorientasi 
pada nilai-nilai kebangsaan harus terus digalakkan. Pendidikan ini 
penting untuk membentuk warga negara yang kritis, toleran, dan mampu 
menghargai perbedaan. Kedua, peran media massa dan media sosial 
perlu diarahkan untuk mendorong dialog yang sehat dan menyebarkan 
informasi yang objektif. Ketiga, para pemimpin agama, tokoh masyarakat, 
dan elite politik harus memberikan teladan dalam membangun narasi 
persatuan, bukan justru memperkeruh perbedaan. Dengan demikian, 
polarisasi politik yang berkelanjutan merupakan tantangan serius bagi 
masa depan Indonesia sebagai negara demokratis yang majemuk. Jika 
tidak dikelola dengan bijak, polarisasi ini tidak hanya mengancam kohesi 
sosial, tetapi juga dapat menghambat pembangunan nasional, merusak 
harmoni sosial, dan mengancam cita-cita persatuan bangsa. Oleh karena 
itu, komitmen bersama untuk membangun masyarakat yang inklusif, 
toleran, dan berkeadaban menjadi keniscayaan dalam menjaga keutuhan 
dan kemajuan bangsa di tengah dinamika politik yang terus berkembang.
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Bab 4
PERAN MEDIA SOSIAL DALAM 

POLARISASI POLITIK

4.1	 Media Sosial sebagai Ruang Publik Baru
Munculnya platform media sosial telah mengubah lanskap komunikasi 
politik secara fundamental di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. 
Transformasi ini membawa perubahan signifikan dalam pola penyebaran 
informasi, mobilisasi dukungan, serta pembentukan opini publik yang 
kini terjadi dalam tempo yang sangat cepat dan dalam skala yang luas 
(Sitorus et al., 2024). Media sosial, seperti Facebook, Twitter, Instagram, 
dan TikTok, telah menjadi arena krusial bagi diskursus politik, di mana 
setiap individu memiliki akses yang relatif setara untuk berpartisipasi 
dalam perbincangan politik. Namun, di balik kemudahan akses dan 
kecepatan penyebaran informasi, media sosial juga memfasilitasi polarisasi 
politik melalui fenomena echo chambers dan filter bubbles. Dalam ruang 
digital yang terfragmentasi, pengguna cenderung terpapar pada informasi 
dan opini yang sejalan dengan pandangan mereka, sehingga memperkuat 
keyakinan kelompok dan mempersempit ruang dialog lintas pandangan.
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Fenomena echo chambers dan filter bubbles ini berkontribusi pada 
terciptanya segregasi virtual dalam masyarakat. Algoritma media sosial 
yang dirancang untuk meningkatkan keterlibatan pengguna justru 
mendorong pengguna ke dalam kelompok-kelompok homogen, di mana 
narasi yang bias dan berita palsu dapat dengan cepat menyebar tanpa 
adanya mekanisme penyeimbang yang memadai (Jubba et al., 2019). 
Dalam konteks ini, narasi politik yang mengandung disinformasi lebih 
mudah diterima dan tersebar, memperkuat polarisasi dan memperuncing 
perbedaan antar kelompok masyarakat. Bahkan, diskursus politik di 
media sosial sering kali tidak lagi bertumpu pada substansi atau argumen 
rasional, melainkan pada sentimen emosional yang diulang-ulang dalam 
lingkup komunitas virtual tertentu.

Di tengah dinamika tersebut, peran buzzer dan influencer di media 
sosial menjadi semakin vital, sekaligus problematik. Mereka secara 
aktif membentuk lanskap opini publik dengan menyebarluaskan narasi 
politik yang seringkali memecah belah dan sarat dengan disinformasi 
(Susanto et al., 2025). Dengan jumlah pengikut yang besar dan 
kemampuan memengaruhi persepsi publik, buzzer dan influencer 
mampu mengorkestrasi pertempuran narasi yang sengit di ranah digital. 
Tidak jarang, mereka memanfaatkan isu-isu sensitif, seperti agama, etnis, 
dan identitas politik, untuk menggalang dukungan atau menjatuhkan 
lawan. Hal ini tidak hanya memperburuk fragmentasi sosial, tetapi juga 
membahayakan kohesi masyarakat secara luas.

Politisasi agama melalui media sosial menjadi fenomena yang makin 
mengemuka, terutama pada masa-masa pra-pemilihan presiden 2024. 
Praktik ini menunjukkan bagaimana media sosial secara aktif dapat 
digunakan untuk memfasilitasi ujaran kebencian, manipulasi fakta, 
serta memperkuat narasi eksklusivisme kelompok tertentu (Achfandhy 
et al., 2024; Bagja, 2024.). Penyebaran konten yang bersifat provokatif 
dan intoleran melalui berbagai kanal media sosial tidak jarang memicu 
ketegangan antarkelompok masyarakat, bahkan pada level akar rumput. 
Dengan demikian, platform digital tidak hanya berfungsi sebagai sarana 
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komunikasi, melainkan juga menjadi medium efektif dalam memperluas 
dan memperdalam polarisasi politik.

Penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di media sosial telah 
berlangsung secara intensif dan sistematis, sehingga memerlukan 
pengelolaan yang serius untuk menjaga stabilitas politik nasional. 
Upaya pengelolaan ini dapat dilakukan melalui kanal resmi pemerintah, 
pelibatan masyarakat sipil, serta optimalisasi fungsi media sosial itu 
sendiri sebagai sarana edukasi dan klarifikasi (Anung Wibowo, 2024.). 
Pemerintah, melalui badan-badan terkait, perlu meningkatkan kapasitas 
deteksi dini dan penanganan konten berbahaya, termasuk memperkuat 
kolaborasi dengan platform media sosial untuk menekan laju penyebaran 
disinformasi. Di sisi lain, literasi digital masyarakat perlu ditingkatkan 
agar mampu menyaring informasi dan tidak mudah terprovokasi oleh 
narasi yang menyesatkan.

Sikap masyarakat dalam menyikapi kebijakan pemerintah dan 
isu-isu publik kini sangat dipengaruhi oleh interaksi di media sosial. 
Opini, baik yang bersifat positif maupun negatif, dapat dengan mudah 
tersebar dan memengaruhi persepsi publik secara luas (Rahman & Lestari, 
2024). Dalam kondisi demikian, media sosial telah berevolusi menjadi 
instrumen pembentuk opini publik yang sangat signifikan, bahkan mampu 
menggerakkan mobilisasi sosial dalam skala besar. Contohnya dapat 
dilihat pada gelombang aksi massa yang bermula dari viralnya isu tertentu 
di media sosial, yang kemudian berujung pada demonstrasi atau gerakan 
sosial di dunia nyata (Rumata et al., 2024).

Selain itu, media sosial juga memperkuat politik identitas digital. 
Narasi yang dibangun oleh buzzer, influencer, serta akun anonim sering 
kali berfokus pada isu-isu identitas, sehingga memicu pertempuran opini 
yang ditandai oleh penyebaran hoaks, disinformasi, dan kampanye hitam 
(Susanto et al., 2025). Praktik ini tidak hanya terjadi antar kelompok 
masyarakat, tetapi juga di antara pendukung calon politik tertentu, 
sehingga memperdalam segregasi dan memperlemah solidaritas sosial. 
Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mengancam proses konsolidasi 
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demokrasi dan membahayakan keutuhan masyarakat multikultural seperti 
Indonesia.

Mengatasi tantangan ini memerlukan upaya multipihak. Pemerintah 
harus memastikan penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran hoaks 
dan ujaran kebencian. Platform media sosial perlu berkomitmen untuk 
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam menangkal konten 
berbahaya. Masyarakat, khususnya generasi muda, harus didorong untuk 
aktif mengembangkan literasi digital, berpikir kritis, dan membudayakan 
dialog yang sehat di ruang digital. Kolaborasi antara pemerintah, 
masyarakat sipil, dan industri teknologi menjadi kunci dalam menciptakan 
ekosistem media sosial yang mendukung demokrasi, toleransi, dan 
inklusivitas.

Dengan demikian, walaupun media sosial telah memberikan banyak 
peluang dalam demokratisasi komunikasi politik, dampak negatif berupa 
polarisasi, penyebaran hoaks, dan penguatan politik identitas tidak dapat 
diabaikan. Perlu strategi komprehensif dan kolaboratif untuk mengelola 
platform ini agar tetap menjadi kekuatan positif bagi kehidupan berbangsa 
dan bernegara. Hanya dengan cara inilah stabilitas politik, kohesi sosial, 
dan demokrasi yang sehat dapat terjaga di tengah derasnya arus informasi 
digital saat ini..

4.2	 Algoritma, Echo Chamber, dan Filter Bubble
Algoritma pada platform media sosial merupakan salah satu inovasi 
teknologi yang paling berdampak besar terhadap pola konsumsi informasi 
masyarakat modern. Algoritma ini secara khusus dirancang untuk 
mengidentifikasi preferensi dan perilaku pengguna berdasarkan riwayat 
interaksi, seperti konten yang pernah dilihat, disukai, dikomentari, atau 
dibagikan oleh individu tersebut (Jubba et al., 2019). Tujuan awal dari 
desain algoritma ini adalah untuk meningkatkan pengalaman pengguna, 
memastikan bahwa mereka menerima konten yang relevan dan menarik 
minat pribadi. Namun, di balik efisiensi tersebut, terdapat konsekuensi 
yang cukup serius, terutama berkenaan dengan terciptanya ruang gema 
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(echo chambers) dan gelembung filter (filter bubble) dalam lingkungan 
digital.

Fenomena echo chamber dan filter bubble merujuk pada kondisi 
di mana individu hanya terpapar pada informasi serta pandangan yang 
sejalan atau mengkonfirmasi keyakinan dan nilai yang sudah mereka 
miliki sebelumnya (Sitorus et al., 2024; Suhendra & Pratiwi, 2024). Dalam 
ruang digital yang demikian, diskursus publik menjadi sangat homogen, 
dan peluang untuk menerima atau mempertimbangkan sudut pandang 
yang berbeda menjadi sangat terbatas. Secara alami, hal ini memperkuat 
bias konfirmasi, yaitu kecenderungan seseorang untuk lebih mudah 
menerima dan mengingat informasi yang menguatkan pandangannya 
sendiri, serta mengabaikan atau menolak informasi yang bertentangan. 
Lebih jauh, algoritma media sosial memainkan peran kunci dalam 
membentuk opini politik masyarakat. Melalui proses kurasi konten yang 
bersifat personal dan otomatis, algoritma akan terus menyajikan konten 
yang serupa dengan apa yang telah disukai atau dikonsumsi oleh pengguna 
sebelumnya (Fatih, 2024; Sitorus et al., 2024). Akibatnya, pengguna secara 
tidak sadar akan terperangkap dalam lingkaran informasi yang sangat 
terbatas, yang didominasi oleh narasi dan opini kelompok tertentu, 
terutama jika pengguna cenderung mengikuti politisi, influencer, atau 
akun yang memiliki kecenderungan politik tertentu. Proses amplifikasi 
semacam ini memperkuat polarisasi opini politik, karena pengguna 
menjadi semakin yakin pada kebenaran sudut pandangnya sendiri 
tanpa pernah mendapatkan paparan yang memadai terhadap perspektif 
alternatif.

Fenomena filter bubble menjadi semakin kuat seiring dengan 
kemajuan teknologi algoritma dan meningkatnya personalisasi konten 
pada berbagai platform digital (“Digital Activism and Political Change: 
Challenges of Social Media’s Impact on Political Development,” 2024). 
Penelitian telah menunjukkan bahwa pengguna media sosial yang aktif 
cenderung memiliki jaringan pertemanan atau lingkungan virtual yang 
homogen secara ideologis. Akibatnya, ketika terjadi perdebatan atau 
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peristiwa politik yang kontroversial, narasi yang berkembang dalam 
ruang digital tersebut juga cenderung bersifat satu arah dan menguatkan 
polarisasi dalam masyarakat (Suhendra & Pratiwi, 2024). Tidak hanya itu, 
filter bubble juga dapat menyebabkan ‘disonansi kognitif ’ ketika individu 
akhirnya dihadapkan pada informasi yang berbeda, sehingga mereka 
lebih mudah menolak atau bahkan menyerang sumber informasi yang 
dianggap berseberangan.

Dampak dari dominasi algoritma dalam membentuk ekosistem 
informasi ini sangat signifikan, terutama dalam konteks demokrasi dan 
kohesi sosial. Pertama, ruang publik yang seharusnya menjadi arena 
pertukaran gagasan dan pencarian kompromi antar kelompok masyarakat 
berubah menjadi arena konflik narasi yang saling menegasikan. Ketika 
setiap kelompok hanya berinteraksi dalam ruang gema masing-masing, 
proses deliberasi publik menjadi terhambat dan dialog lintas kelompok 
menjadi langka. Kedua, keterbatasan paparan terhadap perspektif yang 
beragam membuat masyarakat rentan terhadap penyebaran hoaks, 
disinformasi, dan kampanye hitam, yang sering kali dimanfaatkan oleh 
pihak-pihak tertentu untuk kepentingan politik jangka pendek.

Selain memperkuat polarisasi, algoritma juga berperan dalam 
mempercepat penyebaran isu-isu sensitif yang dapat memicu konflik 
horizontal di masyarakat. Konten yang bersifat emosional, provokatif, 
atau sensasional cenderung mendapatkan perhatian dan interaksi lebih 
banyak dari pengguna, sehingga secara otomatis mendapat prioritas dalam 
algoritma distribusi (Fatih, 2024). Hal ini menjadikan isu-isu identitas, 
agama, dan politik mudah dipolitisasi dan digunakan untuk memecah 
belah masyarakat. Tidak jarang, peristiwa-peristiwa politik besar, seperti 
pemilu atau pilkada, diiringi oleh maraknya penyebaran ujaran kebencian 
dan kampanye hitam yang didorong oleh mekanisme algoritma.

Dalam jangka panjang, keberadaan ruang gema dan filter bubble 
dapat mengancam kualitas demokrasi dan menghambat terbentuknya 
masyarakat yang toleran dan inklusif. Solusi untuk menghadapi tantangan 
ini tidak hanya terletak pada perubahan desain teknologi algoritma oleh 
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perusahaan media sosial, tetapi juga pada peningkatan literasi digital di 
tengah masyarakat. Pengguna harus didorong untuk aktif mencari dan 
membandingkan informasi dari berbagai sumber, mengembangkan sikap 
kritis, serta membuka diri terhadap perbedaan pandangan. Selain itu, perlu 
adanya regulasi yang mendorong transparansi algoritma, khususnya dalam 
penyajian konten politik dan informasi publik. Pemerintah, lembaga 
pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil harus berperan aktif dalam 
mengedukasi publik mengenai risiko filter bubble dan pentingnya 
keterbukaan informasi. Dengan demikian, media sosial dapat tetap 
menjadi ruang yang inklusif, dialogis, dan bermanfaat bagi penguatan 
demokrasi, bukan justru memperkuat polarisasi yang destruktif.

Sebagai penutup, algoritma media sosial memiliki pengaruh yang 
sangat besar dalam membentuk opini dan perilaku politik masyarakat. 
Fenomena ruang gema dan gelembung filter yang dihasilkan oleh 
mekanisme algoritma telah memperkuat polarisasi, membatasi paparan 
terhadap perspektif yang beragam, dan menghambat dialog yang sehat di 
ruang publik. Oleh karena itu, kolaborasi multi-pihak dalam mengelola 
dampak negatif algoritma sangat dibutuhkan untuk memastikan media 
sosial dapat berfungsi optimal sebagai sarana komunikasi politik yang 
sehat, inklusif, dan demokratis..

4.3	 Penyebaran Informasi, Disinformasi, dan 
Hoaks

Fenomena ini semakin diperparah oleh praktik manipulasi dan 
pemelintiran fakta yang disebarluaskan melalui berbagai platform 
digital dengan tujuan membentuk persepsi negatif serta menciptakan 
ketegangan politik, khususnya melalui eksploitasi isu-isu SARA (Bagja, 
2024.). Penyebaran disinformasi dan hoaks secara masif, terutama melalui 
platform seperti Facebook, WhatsApp, dan Twitter, tidak hanya merusak 
sentimen publik, tetapi juga mengikis legitimasi gerakan politik (“Digital 
Activism and Political Change: Challenges of Social Media’s Impact on 
Political Development,” 2024). Fakta ini menegaskan betapa krusialnya 
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peran media sosial dalam mempercepat polarisasi opini publik dan 
memfasilitasi propaganda politik, yang secara signifikan telah mengubah 
lanskap politik Indonesia (Bagja, 2024.; Fatih, 2024).

Penggunaan media sosial yang meluas telah menciptakan situasi di 
mana pengguna kesulitan memverifikasi kebenaran informasi, sehingga 
fakta bercampur dengan manipulasi maupun kekeliruan. Kondisi ini 
berdampak serius terhadap internalisasi ideologi keagamaan serta relasi 
antaragama (Kamal, 2022). Ditambah lagi, media sosial sebagai ruang 
yang relatif bebas dari kontrol negara, turut andil besar dalam kemunculan 
berita hoaks yang digunakan untuk memenangkan kandidat atau partai 
politik tertentu (Rosidi & Khotimah, 2018). Sistem rekomendasi pada 
media sosial, yang dirancang untuk menampilkan konten berdasarkan 
riwayat pencarian dan preferensi pengguna, memperkuat fenomena 
filter bubble dan echo chamber. Akibatnya, individu cenderung hanya 
terpapar pada informasi yang sejalan dengan pandangan politiknya dan 
mengabaikan perspektif lain (Ali & Eriyanto, 2021; “Peran Algoritma 
Media Sosial Dalam Penyebaran Propaganda Politik Digital Menjelang 
Pemilu,” 2024). Penyebaran berita palsu yang didorong oleh kelompok 
ideologi politik ini menciptakan narasi yang bias, menghambat partisipasi 
politik yang positif, serta membentuk ruang gema kelompok (Wahyuni, 
2021).

Oleh sebab itu, strategi penanganan disinformasi membutuhkan 
pendekatan multi-dimensional, seperti peningkatan literasi digital 
masyarakat dan pengembangan regulasi yang efektif agar penyebaran 
konten berbahaya dapat dikendalikan tanpa mengekang kebebasan 
berekspresi (“Digital Activism and Political Change: Challenges of Social 
Media’s Impact on Political Development,” 2024; Fatih, 2024). Dampak 
hoaks pun tidak hanya terbatas pada disintegrasi sosial, melainkan juga 
mengancam persatuan bangsa, terlebih jika isu tersebut berkaitan dengan 
aspek sosial-politik dan SARA (Purwantoro et al., 2021).

Realitas politik yang ditampilkan di media sosial sering kali 
merupakan konstruksi yang dipengaruhi oleh kepentingan tertentu, 
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dengan pembingkaian strategis serta penggunaan gimmick politik sebagai 
alat manipulasi persepsi (Alfiyani, 2018). Perkembangan pesat media 
digital telah mengubah ekosistem komunikasi politik secara mendasar, 
memungkinkan diseminasi informasi yang lebih cepat, dinamis, dan 
terdesentralisasi (Rando & Hastuti, 2025). Walaupun media sosial 
menawarkan interaksi dan akses informasi yang mudah, terdapat pula 
dampak negatif seperti peningkatan perilaku antisosial, penyebaran 
kebohongan pribadi, dan maraknya perundungan siber (Hafidz, 2021). 
Algoritma media sosial turut memperkuat penyebaran narasi emosional 
dan disinformasi, sehingga otoritas fakta menjadi tergerus (Alfiyani, 
2018). Dalam konteks pemilu, manipulasi narasi melalui media sosial 
kerap mengeksploitasi perbedaan agama, etnis, maupun identitas lokal 
demi meraih dukungan politik, yang pada akhirnya berpotensi memicu 
perpecahan sosial dan mengancam integrasi nasional (Bagja, 2024.).

Oleh karena itu, pemerintah dan pemangku kepentingan perlu secara 
aktif merespons tantangan ini dengan merancang strategi komprehensif, 
mencakup penguatan literasi media, regulasi yang adaptif, serta kolaborasi 
dengan platform digital guna mengidentifikasi dan menekan konten yang 
bersifat memecah belah (Bagja, 2024.; Susanto et al., 2025). Upaya kolektif 
sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran publik terkait risiko 
propaganda digital, serta mengembangkan mekanisme verifikasi informasi 
yang lebih transparan (Bagja, 2024.; “Peran Algoritma Media Sosial Dalam 
Penyebaran Propaganda Politik Digital Menjelang Pemilu,” 2024). Penting 
juga untuk mendorong pendekatan yang lebih bijak dan kritis dalam 
menerima serta menyebarkan informasi melalui teknologi, sehingga 
kemajuan digital dapat berjalan selaras dengan karakter pengguna yang 
bertanggung jawab (Wulandari, 2023).

Pendekatan ini meliputi peningkatan literasi digital, penguatan 
regulasi kelembagaan, serta pemanfaatan teknologi untuk mendeteksi dan 
memitigasi penyebaran hoaks serta ujaran kebencian secara dini, terutama 
menjelang kontestasi politik (Bagja, 2024.; Febriansyah & Muksin, 2020). 
Dengan demikian, mitigasi dampak negatif media sosial tidak hanya 
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memerlukan intervensi teknologi dan regulasi, tetapi juga transformasi 
budaya digital menuju penggunaan yang lebih etis dan kritis (Susanti & 
Nurmiati, 2022). Media sosial, dengan kemampuannya menyebarkan 
informasi secara cepat dan luas, telah menjadi katalisator utama dalam 
pembentukan serta penguatan polarisasi politik dan sosial di masyarakat 
(Afrianto Singgalen, 2021). Platform-platform ini secara signifikan 
memperparah kesenjangan budaya dengan memfasilitasi penyebaran 
stereotip dan informasi yang tidak akurat, sehingga memicu konflik 
antarbudaya dan ketegangan sosial (Farisal et al., 2024). Meski platform 
digital memiliki potensi untuk menyebarkan pandangan yang sempit dan 
berprasangka, pada saat bersamaan, ia juga memperkuat pemisahan serta 
polarisasi antarkelompok dengan membatasi paparan individu terhadap 
perspektif yang beragam (Farisal et al., 2024; Hidayah et al., 2023).

Hal ini utamanya disebabkan oleh algoritma yang cenderung 
menampilkan konten sesuai preferensi pengguna, menciptakan “filter 
bubble” dan “echo chamber” yang membatasi individu pada informasi 
yang konsisten dengan pandangan sendiri (Farisal et al., 2024). Akibatnya, 
diskusi publik menjadi semakin terfragmentasi dan empati terhadap 
sudut pandang yang berbeda terkikis, sehingga menghambat dialog 
konstruktif dan memperdalam perpecahan sosial (Farisal et al., 2024). 
Polarisasi ini semakin diperburuk oleh mudahnya akses informasi di 
internet, yang meskipun menawarkan peluang pendidikan politik, juga 
membawa risiko tinggi penyebaran ujaran kebencian dan hoaks yang 
memperkeruh situasi politik (Tinambunan, 2020). Fenomena ini sering 
kali dimanfaatkan oleh aktor politik untuk menggalang dukungan melalui 
polarisasi opini publik, sehingga memecah masyarakat berdasarkan garis 
ideologis dan demografis (Prasojo, 2021). Studi menunjukkan bahwa 
media sosial secara signifikan berkontribusi pada polarisasi politik 
melalui mekanisme seperti filter bubble dan echo chambers, sehingga 
menegaskan pentingnya program literasi media agar masyarakat dapat 
menavigasi platform ini secara efektif (Otieno, 2024). Penelitian juga 
mengindikasikan bahwa media sosial dapat meningkatkan polarisasi 
dengan memperkuat pandangan ekstrem, yang berdampak signifikan 
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terhadap diskursus publik dan kohesi sosial (Suhendra & Pratiwi, 2024). 
Ekosistem informasi yang terpolarisasi di media sosial memperkuat 
keyakinan radikal dan memperlebar kesenjangan antarkelompok (Gani 
et al., 2024). Bahkan, kemudahan akses terhadap informasi di media 
sosial, meskipun bermanfaat, secara ironis dapat memperkuat polarisasi 
dengan membatasi keragaman pandangan individu melalui algoritma 
personalisasi (Ali & Eriyanto, 2021).

Media digital, terutama media sosial, memperparah fragmentasi 
ini dengan mengutamakan keterlibatan pengguna dibanding deliberasi 
substantif, sementara algoritma YouTube dan TikTok memperkuat 
homogenitas konten melalui repetisi algoritmik (Ferreira & Ferreira, 
2025). Fenomena ini dapat dijelaskan melalui konsep polarisasi kelompok, 
di mana diskusi antarpemilik pandangan serupa cenderung mengarahkan 
kelompok ke titik yang lebih ekstrem (Chenou & Restrepo, 2023). Kondisi 
ini semakin diperkuat oleh kecenderungan media sosial menciptakan 
lingkungan di mana individu berinteraksi dengan konten yang selaras 
dengan nilai serta gaya hidup mereka, sehingga memperkuat identitas 
kelompok dan membentuk komunitas yang homogen secara ideologis 
(Avcı, 2024).

Dampaknya, kemampuan masyarakat untuk mencapai konsensus 
dalam isu-isu krusial menjadi terhambat, bahkan meningkatkan risiko 
konflik sosial akibat perbedaan pandangan yang semakin mendalam 
(Faizin et al., 2024). Selain itu, algoritma media sosial berperan sentral 
dalam membentuk persepsi publik, khususnya di bidang politik, dengan 
menciptakan “filter bubble” dan “echo chamber” yang membatasi 
pengguna pada pandangan yang selaras dengan keyakinan mereka (“Peran 
Algoritma Media Sosial Dalam Penyebaran Propaganda Politik Digital 
Menjelang Pemilu,” 2024; Rum et al., 2023). Dengan demikian, perlu 
upaya sistematis lintas sektor untuk mengurangi dampak negatif media 
sosial terhadap polarisasi, baik melalui pendidikan literasi digital, regulasi 
adaptif, maupun pemanfaatan teknologi untuk deteksi dini hoaks dan 
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ujaran kebencian, sehingga tercipta ekosistem digital yang lebih sehat dan 
konstruktif bagi kohesi sosial dan demokrasi.

4.4	 Studi Kasus: Dinamika Polarisasi di Media 
Sosial Indonesia

Studi kasus ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pola polarisasi 
yang terbentuk dan berkembang di platform media sosial di Indonesia 
dengan mempertimbangkan faktor budaya, politik, dan demografi yang 
khas di negara ini. Dengan pendekatan komprehensif, analisis akan 
difokuskan pada identifikasi narasi polarisasi yang dominan, pemetaan 
peran aktor kunci—termasuk influencer digital, buzzer, dan kelompok 
kepentingan—serta evaluasi dampak interaksi daring terhadap kohesi 
sosial dan stabilitas politik dalam konteks Indonesia (Suhendra & Pratiwi, 
2024). Studi ini secara khusus akan menyoroti perubahan polarisasi afektif 
di Indonesia, yang awalnya berakar pada preferensi kepribadian namun 
kini semakin bergeser menjadi pengelompokan ideologis yang didorong 
oleh ekosistem media digital (Munandar et al., 2025).

Pemilihan Umum 2024 menjadi titik krusial dalam memahami 
dinamika polarisasi di media sosial, terutama di platform seperti 
Instagram yang sangat populer di kalangan pemilih muda. Studi ini 
akan mengeksplorasi bagaimana interaksi sosial di Instagram dan media 
sosial lainnya memicu polarisasi politik, memperdalam wacana yang 
terfragmentasi, serta membentuk persepsi publik secara masif (Munandar 
et al., 2025; Sitorus et al., 2024). Dalam konteks ini, narasi digital yang 
berkembang sering kali diarahkan oleh kelompok-kelompok dengan 
agenda tertentu, sementara algoritma media sosial berperan sebagai 
penguat opini dan filter informasi.

Buku referensi ini akan mengidentifikasi mekanisme penyebaran 
informasi yang berkontribusi terhadap polarisasi selama masa kontestasi 
politik, mulai dari viralitas konten, keterlibatan buzzer dan influencer, 
hingga strategi amplifikasi narasi oleh kelompok kepentingan. Salah satu 
aspek sentral yang akan dikaji adalah bagaimana algoritma media sosial 
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membentuk “kamar gema” (echo chamber) dan “gelembung filter” (filter 
bubble) yang mempersempit spektrum informasi yang diterima pengguna 
sehari-hari (Ali & Eriyanto, 2021; Ridzki, 2024). Mekanisme ini tidak 
hanya membatasi paparan pengguna terhadap pandangan yang beragam, 
tetapi juga memperkuat bias konfirmasi melalui seleksi dan amplifikasi 
konten yang sesuai dengan preferensi dan perilaku sebelumnya (Dutta et 
al., 2025; Gupta & Bansal, 2024; Suhendra & Pratiwi, 2024).

Fenomena filter bubble dan echo chamber yang dihasilkan algoritma 
media sosial telah mendapat banyak perhatian dalam berbagai studi, yang 
menunjukkan bahwa kecenderungan pengguna untuk hanya terpapar 
pada pandangan sejalan membuat polarisasi opini publik semakin tajam 
(Suhendra & Pratiwi, 2024). Hal ini menegaskan bahwa platform digital 
tidak sekadar menjadi sarana komunikasi, tetapi juga aktor penting yang 
membentuk lanskap politik, memengaruhi proses polarisasi, dan bahkan 
mengarahkan pilihan politik individu (Sitorus et al., 2024). Sebagai contoh 
konkret, riset membuktikan adanya polarisasi politik di Indonesia, di 
mana pengguna media sosial terbagi ke dalam kelompok pro dan anti-
Joko Widodo, dengan hipotesis bubble filter dan selective exposure 
terbukti valid (Ali & Eriyanto, 2021). Pola ini juga terlihat dalam diskursus 
politik saat pemilu, di mana narasi yang berkembang dan viral di media 
sosial sering kali berujung pada pembentukan kubu-kubu yang saling 
berseberangan secara ekstrem, sehingga mempersempit ruang dialog 
dan kompromi.

Studi ini juga akan menyoroti peran media sosial dalam pembentukan 
identitas politik dan komunikasi politik selama Pemilu 2024, terutama 
melalui narasi digital yang digerakkan oleh buzzer, influencer, serta akun 
anonim. Praktik seperti disinformasi, propaganda, dan pembunuhan 
karakter politik semakin jamak dijumpai, memperkuat polarisasi sosial 
dan memengaruhi perilaku pemilih (Puspita et al., 2024; Susanto et al., 
2025). Pengaruh kampanye negatif terhadap perilaku pemungutan suara, 
partisipasi politik, serta hasil pemilihan menjadi aspek penting dalam 
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kajian ini, mengingat masifnya perhatian media dan intensitas kampanye 
di platform digital (Solehudin et al., 2024).

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini meliputi analisis 
konten dan analisis jaringan media sosial (social network analysis/SNA). 
Analisis konten akan digunakan untuk mengidentifikasi pola komunikasi, 
sentimen, serta topik utama yang muncul selama periode kampanye. 
Sementara itu, analisis jaringan akan membantu memetakan struktur 
interaksi dan distribusi pengaruh di antara aktor-aktor digital (Alhuda, 
2025; Ruslan et al., 2023). Kombinasi metode ini memberikan pemahaman 
yang lebih mendalam mengenai bagaimana interaksi daring, struktur 
jaringan, dan kekuatan narasi digital berkontribusi pada fragmentasi 
diskursus politik dan polarisasi sosial di Indonesia (Afrianto Singgalen, 
2021).

Secara khusus, penelitian ini akan mengeksplorasi dampak algoritma 
media sosial yang, meskipun dirancang untuk personalisasi, justru 
mempersempit spektrum informasi melalui penciptaan filter bubble 
dan echo chamber (Ahmad, 2022; Hasfi, 2019). Situasi ini menyebabkan 
pengguna lebih mudah menerima pandangan yang homogen dan 
mengabaikan perspektif berbeda, sehingga memperkuat polarisasi. Selain 
itu, media sosial juga terbukti meningkatkan partisipasi politik, namun di 
sisi lain berkontribusi pada penyebaran propaganda dan polarisasi melalui 
praktik mikrotargeting dan disinformasi (Fatmah, 2025; Miarta, 2024).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa intensitas penggunaan 
aplikasi digital berkorelasi dengan perubahan tren popularitas isu politik 
berdasarkan norma subjektif dan persepsi kemudahan penggunaan, 
yang kemudian memengaruhi sentimen publik (Afrianto Singgalen, 
2021). Dalam konteks Pemilu 2024, analisis sentimen publik terhadap 
hasil pemilihan melalui media sosial menjadi penting untuk memahami 
dinamika politik, respons masyarakat, serta bagaimana narasi digital 
memengaruhi persepsi dan tindakan warganet (Tarigan et al., 2025).

Dengan demikian, studi ini menegaskan pentingnya analisis metode 
dan algoritma dalam mengkaji sentimen serta opini publik yang terbentuk 
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di media sosial, khususnya dalam konteks kontestasi politik. Hasil 
penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan 
strategi literasi digital, pengelolaan media sosial yang lebih sehat, serta 
pemahaman yang lebih baik tentang dinamika polarisasi politik di era 
digital di Indonesia (Afrianto Singgalen, 2021; Sukmawati & Fatmawati, 
2023). Pendekatan interdisipliner dalam penelitian ini menjadi kunci 
untuk mengurai kompleksitas polarisasi dan memberikan rekomendasi 
kebijakan yang aplikatif guna memperkuat kohesi sosial dan demokrasi 
di tengah tantangan transformasi digital..
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Bab 5
MANAJEMEN KONFLIK SOSIAL DI ERA 

DIGITAL

5.1	 Teori dan Pendekatan Manajemen Konflik
Memahami konflik sosial dalam konteks digital memerlukan pendekatan 
yang komprehensif, khususnya dengan meninjau ulang teori-teori 
manajemen konflik tradisional dan menyesuaikannya terhadap 
karakteristik unik yang melekat pada ruang siber. Di era digital, dinamika 
konflik tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu, melainkan dipengaruhi 
oleh anonimitas, kecepatan penyebaran informasi, serta cakupan global 
yang menjadi ciri khas utama platform digital. Oleh karena itu, pendekatan 
multidisipliner menjadi penting untuk mengeksplorasi bagaimana 
dinamika konflik berkembang dan direspon dalam ekosistem digital.

Anonimitas di dunia digital memungkinkan individu untuk 
mengekspresikan opini—termasuk yang kontroversial dengan risiko 
sosial yang lebih rendah. Hal ini berkontribusi pada peningkatan intensitas 
konflik, karena pengguna sering kali terdorong untuk bertindak lebih 
berani atau ekstrem dibandingkan interaksi di dunia nyata. Selain itu, 
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kecepatan dan jangkauan distribusi informasi di media digital, seperti 
media sosial dan aplikasi pesan instan, memfasilitasi eskalasi konflik dalam 
waktu singkat, melampaui batas geografis dan kultural. Dalam konteks 
ini, teori manajemen konflik klasik seperti Thomas-Kilmann Model atau 
teori konflik sosial Lewis Coser perlu diadaptasi dengan memasukkan 
variabel-variabel digital seperti viralitas, algoritma, dan jejaring daring.

Etika komunikasi digital menjadi aspek penting yang harus dianalisis 
dalam menghadapi konten sensitif dan kontroversial. Literasi etika digital, 
yang menekankan pada kesadaran akan tanggung jawab moral dalam 
menggunakan teknologi informasi, dapat menjadi instrumen utama 
untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai konsekuensi dari 
perilaku daring yang tidak etis (Luthfia et al., 2025). Penguatan literasi 
ini penting agar masyarakat mampu memilah informasi, menghargai 
perbedaan, serta meminimalisasi potensi konflik yang destruktif di dunia 
maya. Dengan demikian, literasi etika digital berperan sebagai fondasi 
dalam membangun budaya komunikasi yang sehat dan bertanggung 
jawab di ruang digital.

Selain aspek etika, peran algoritma dalam memperkuat atau 
memperlemah konflik digital juga sangat signifikan. Algoritma yang 
dirancang untuk mendeteksi dan mengklasifikasikan topik diskusi sering 
kali tanpa disadari memperkuat bias pengguna, membatasi paparan 
terhadap perspektif beragam, dan akhirnya memperburuk konflik sosial 
(Afrianto Singgalen, 2021). Hal ini terjadi karena algoritma cenderung 
merekomendasikan konten yang sesuai dengan preferensi pengguna, 
sehingga membentuk ‘filter bubble’ dan ‘echo chamber’ yang menghambat 
dialog lintas kelompok. Akibatnya, pengguna lebih mudah terjebak dalam 
lingkaran narasi homogen yang memperkuat pandangan ekstrem dan 
polarisasi sosial.

Kemajuan teknologi, khususnya dalam bidang Natural Language 
Processing (NLP), memungkinkan analisis data media sosial secara 
otomatis untuk mengidentifikasi pola bahasa dan sentimen pengguna. 
Analisis sentimen berbasis NLP dapat mengekstraksi informasi emosional, 
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opini, dan persepsi masyarakat dalam skala besar dan waktu nyata 
(Luthfia et al., 2025). Hal ini sangat berguna untuk memahami dinamika 
percakapan publik, mengidentifikasi isu-isu yang memicu konflik, serta 
mendeteksi potensi eskalasi konflik sosial di ruang maya. Pendekatan ini 
juga relevan untuk menganalisis sentimen terhadap isu-isu pembangunan 
yang terintegrasi dengan teknologi informasi, serta mengkaji dampak 
komunikasi politik terhadap kondisi ekonomi dan sosial (Afrianto 
Singgalen, 2021).

Penelitian ini akan memanfaatkan data dari berbagai platform media 
sosial untuk mengidentifikasi tren penggunaan, isu-isu populer, dan 
polarisasi yang muncul selama periode tertentu, misalnya terkait Pemilu 
2024 di Indonesia (Permana et al., 2024; Prayudi et al., 2025). Analisis 
ini penting untuk mengetahui bagaimana opini publik terbentuk dan 
berkembang dalam perdebatan politik daring. Dengan demikian, kajian ini 
akan menggunakan pendekatan multidisipliner, menggabungkan wawasan 
dari ilmu komunikasi, psikologi sosial, ilmu politik, dan ilmu komputer, 
guna menyusun kerangka kerja komprehensif dalam menganalisis konflik 
digital secara holistik (Suhendra & Pratiwi, 2024).

Kolaborasi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan 
sektor swasta menjadi sangat penting dalam mengembangkan program 
dan inisiatif yang mendorong resolusi konflik konstruktif di era digital 
(Hidayah et al., 2023). Upaya ini harus difokuskan pada penguatan 
literasi etika digital secara kolaboratif, agar ruang digital di Indonesia 
menjadi lebih etis, inklusif, dan bertanggung jawab (Amril & Sazali, 
2025). Pengembangan kerangka teoretis integratif juga diperlukan untuk 
memahami interaksi antara komunikasi digital, pembentukan opini 
publik, dan konteks sosial-politik yang lebih luas (Suhendra & Pratiwi, 
2024).

Studi lebih lanjut perlu mengidentifikasi kesenjangan riset, terutama 
terkait keterlibatan aktif masyarakat dalam proses resolusi konflik digital. 
Salah satu aspek penting adalah bagaimana platform digital dapat 
dimanfaatkan untuk memfasilitasi dialog lintas kelompok dan kolaborasi 
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sosial, bukan sekadar sebagai arena polarisasi (Hidayah et al., 2023). 
Model-model prediktif berbasis analisis sentimen dan pencarian teks yang 
terintegrasi dapat memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika 
opini publik secara real-time, khususnya dalam konteks pemilihan umum 
dan peristiwa besar lainnya (Baharuddin et al., 2022).

Penelitian di masa depan hendaknya tidak hanya mengandalkan 
analisis data pasif, tetapi juga mengeksplorasi strategi intervensi digital 
yang bertujuan untuk memediasi dan meredakan konflik daring yang 
tereskalasi (Tumanggor & Sazali, 2025; Vu et al., 2025). Oleh karena itu, 
studi komparatif lintas budaya dan platform sangat dibutuhkan untuk 
mengungkap variasi dinamika pembentukan opini dan konflik dalam 
berbagai konteks sosial dan teknologi, serta untuk mengembangkan model 
teoretis yang lebih komprehensif dan aplikatif (Suhendra & Pratiwi, 2024). 
Akhirnya, memahami konflik sosial di era digital menuntut integrasi teori 
tradisional dengan pendekatan baru yang relevan bagi ekosistem digital. 
Dengan kombinasi analisis teknologi, literasi etika, dan kolaborasi multi-
stakeholder, diharapkan tercipta solusi inovatif yang mampu mendorong 
resolusi konflik yang konstruktif dan memperkuat kohesi sosial di era 
transformasi digital yang semakin kompleks..

5.2	 Strategi Preventif dalam Mengelola Konflik
Strategi preventif dalam pengelolaan konflik digital menuntut pendekatan 
yang komprehensif dengan titik berat pada penguatan literasi digital dan 
etika komunikasi. Upaya ini bertujuan untuk membangun kesadaran 
kolektif mengenai batasan kebebasan berekspresi di ruang digital, terutama 
di tengah meningkatnya eskalasi konflik yang dipicu oleh rendahnya 
literasi digital dan multitafsirnya regulasi yang ada (Tumanggor & Sazali, 
2025; Marpaung & Sazali, 2025). Literasi digital yang kritis menjadi 
esensial agar individu mampu mengenali dan memitigasi konten yang 
berpotensi radikal, bias, maupun menyesatkan. Pendekatan ini sejalan 
dengan prinsip-prinsip manajemen konflik modern yang menekankan 
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pentingnya pemahaman akurat terhadap sumber informasi (Gani et al., 
2024; Sugitanata & Ridwan, 2024).

Penguatan literasi etika digital tidak hanya terbatas pada pemahaman 
teknis, melainkan juga mencakup penanaman sikap kritis, etis, dan 
bertanggung jawab dalam bermedia sosial (Amril & Sazali, 2025). Hal 
ini menjadi pondasi dalam menciptakan ruang digital yang sehat, di mana 
setiap individu mampu menimbang dampak dari setiap tindakan daring, 
serta membudayakan perilaku komunikasi yang menghormati norma 
sosial dan moral. Literasi etika digital juga mendorong individu untuk 
tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga produsen konten 
yang berwawasan kebangsaan dan menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi.

Strategi preventif ini harus didukung oleh reformasi regulasi yang jelas 
dan implementasi yang efektif dalam menangani penyebaran informasi 
ekstrem. Reformasi regulasi diperlukan untuk mengurangi dampak negatif 
amplifikasi algoritma yang kerap memprioritaskan konten emosional dan 
provokatif, sehingga mempercepat penyebaran narasi yang dapat memicu 
polarisasi maupun konflik (Amril & Sazali, 2025). Selain itu, penerapan 
mekanisme moderasi pada platform media sosial menjadi sangat krusial. 
Moderasi yang efektif, baik berbasis kecerdasan buatan (AI) maupun 
didukung oleh moderator manusia, dapat mendeteksi, menanggulangi, 
serta menurunkan risiko eskalasi konten berbahaya secara lebih cepat 
dan terukur (Araghi et al., 2025; Luthfia et al., 2025). Penguatan kapasitas 
moderasi juga harus disertai pelatihan berkelanjutan bagi para moderator 
agar mampu melakukan intervensi secara tepat dalam meredam konflik 
daring. Penggunaan teknologi AI dalam moderasi konten dapat membantu 
dalam penyaringan awal terhadap ujaran kebencian, hoaks, dan konten 
ekstrem, sehingga moderator manusia dapat lebih fokus pada kasus-kasus 
yang membutuhkan penilaian etis dan kontekstual secara mendalam.

Selain itu, strategi preventif harus mencakup upaya mengatasi polarisasi 
informasi yang marak di ruang digital, khususnya pada isu-isu sensitif 
seperti agama dan identitas sosial. Penguatan dialog lintas agama dan 
budaya di media sosial menjadi sangat penting sebagai bagian dari langkah 
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mitigasi radikalisasi dan polarisasi (Gani et al., 2024). Forum Kerukunan 
Umat Beragama (FKUB) berperan strategis dalam mengampanyekan 
literasi digital, menyebarkan informasi positif tentang harmoni beragama, 
serta memperluas jangkauan edukasi melalui kolaborasi dengan pihak 
eksternal, termasuk lembaga pendidikan, komunitas digital, dan organisasi 
masyarakat sipil (Humaizi et al., 2024).

Penting pula untuk melibatkan kaum muda dalam upaya edukasi dan 
advokasi harmoni antaragama di ruang digital. Generasi muda memiliki 
peran sentral dalam membentuk masa depan kehidupan sosial, sehingga 
keterlibatan mereka dalam gerakan literasi digital dan moderasi beragama 
akan berkontribusi signifikan terhadap keberlanjutan harmoni sosial 
(Humaizi et al., 2024). Pemerintah, tokoh agama, dan individu perlu 
berperan aktif dalam mengantisipasi dan mengelola risiko konflik di 
ruang digital, termasuk media sosial, dengan mengedepankan sikap hati-
hati, pengendalian diri, dan kesadaran akan potensi dampak dari setiap 
tindakan daring (Rahyudidwiputra et al., 2024).

Masyarakat secara keseluruhan juga dituntut untuk beradaptasi 
dengan perubahan sosial akibat globalisasi dan kemajuan teknologi 
digital, dengan menjadi konsumen informasi yang bijaksana, logis, dan 
berimbang. Kemampuan untuk memverifikasi informasi secara mandiri 
serta membedakan antara fakta dan opini menjadi keterampilan kunci 
dalam menghindari terjebak dalam arus konflik siber (Khainuddin 
& Huda, 2022). Pendekatan inklusif yang melibatkan berbagai pihak, 
termasuk pemuka agama, influencer digital, dan lembaga pendidikan, 
sangat diperlukan untuk membangun budaya verifikasi informasi dan 
moderasi beragama di kalangan generasi muda (Humaizi et al., 2024; 
Rahmawati et al., 2023).

Secara keseluruhan, strategi preventif dalam pengelolaan konflik 
digital harus mengintegrasikan penguatan literasi digital, pembaruan 
regulasi, optimalisasi teknologi moderasi, serta pelibatan aktif seluruh 
elemen masyarakat. Dengan demikian, ruang digital Indonesia dapat 
dikembangkan menjadi ekosistem yang lebih etis, inklusif, dan tangguh 
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terhadap berbagai potensi konflik, sekaligus memperkuat kohesi sosial 
dan harmoni di tengah keragaman masyarakat.

5.3	 Peran Pemerintah, Masyarakat, dan Institusi
Peran kolektif antara pemerintah, masyarakat, dan institusi pendidikan 
serta keagamaan menjadi sangat krusial dalam membentuk ekosistem 
digital yang harmonis dan resilien di era disrupsi teknologi informasi saat 
ini. Pemerintah, sebagai regulator dan fasilitator, memiliki tanggung jawab 
utama untuk merumuskan kebijakan progresif yang mendukung penguatan 
pendidikan digital dan pengawasan konten daring. Hal ini sejalan dengan 
kebutuhan adaptasi kurikulum, khususnya kurikulum Pendidikan Agama 
Islam, agar lebih responsif terhadap tantangan serta tuntutan era digital 
(2025). Pengembangan kerangka regulasi yang menekankan tanggung 
jawab platform digital dalam menekan penyebaran disinformasi dan 
ujaran kebencian sangat dibutuhkan, tanpa mengabaikan perlindungan 
terhadap kebebasan berekspresi yang konstruktif dan bertanggung jawab 
(Luthfia et al., 2025).

Pemerintah juga perlu meluncurkan program literasi digital yang 
komprehensif, bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat 
dalam memilah, menyaring, dan mengenali informasi yang berpotensi 
memecah belah. Langkah ini dapat diwujudkan melalui kerja sama lintas 
kementerian, lembaga pendidikan, serta kolaborasi dengan platform 
digital untuk mendukung edukasi publik secara berkelanjutan (Arifin et 
al., 2024, 2025). Selain itu, pelibatan masyarakat dalam dialog konstruktif 
di ruang digital menjadi pilar penting untuk membangun budaya diskusi 
yang sehat. Masyarakat diharapkan aktif melaporkan konten yang tidak 
pantas, menghindari penyebaran hoaks, serta mempraktikkan etika digital 
dalam interaksi daring sehari-hari (Luthfia et al., 2025).

Institusi, khususnya lembaga pendidikan dan keagamaan, berperan 
vital dalam mengintegrasikan literasi digital serta nilai-nilai moderasi 
beragama ke dalam kurikulum dan proses pembelajaran. Kurikulum 
yang adaptif harus membekali generasi muda dengan pemahaman agama 
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yang benar, keterampilan berpikir kritis, serta kemampuan menavigasi 
tantangan konten digital yang beragam dan kompleks (Pernanda & Holid, 
2024, 2025). Integrasi literasi digital religius bertujuan membangun daya 
tahan individu Muslim terhadap arus informasi negatif, mengajarkan 
kemampuan memilah, memproses, dan menerima konten positif sekaligus 
menolak narasi-narasi intoleran dan ekstrem (Athoillah et al., 2023).

Kolaborasi lintas institusi menjadi salah satu strategi kunci. Institusi 
pendidikan, tokoh agama, dan lembaga teknologi perlu berinovasi dalam 
mengembangkan metode dakwah digital yang relevan dengan dinamika 
media sosial, serta memperkuat program pendidikan berkelanjutan bagi 
siswa dan masyarakat umum. Inisiatif ini dapat berupa pengajaran literasi 
digital, pemanfaatan konten multimedia yang berorientasi pada toleransi, 
serta pelatihan keterampilan verifikasi informasi daring (Jinan, 2008; 
Baihaki, 2020; Rahmawati et al., 2023). Hal ini sejalan dengan Gerakan 
Moderasi Beragama yang diinisiasi oleh Kementerian Agama Republik 
Indonesia, yang berfokus pada penguatan toleransi dan kerukunan di 
tengah keberagaman masyarakat (Mursalat & M, 2024). Kementerian 
Agama telah aktif mendorong moderasi beragama melalui berbagai 
kebijakan dan program, terutama dalam merespons tantangan konflik 
antarumat beragama, radikalisme, serta penyebaran paham keagamaan 
transnasional di ranah digital (Taufiq & Alkholid, 2021). Reformulasi 
kurikulum di perguruan tinggi keagamaan menjadi langkah strategis 
untuk memasukkan mata kuliah relevan, seperti tasawuf, sejarah 
peradaban Islam, serta pengarusutamaan moderasi beragama di ruang 
digital. Upaya ini bertujuan membangun narasi penyeimbang terhadap 
informasi keagamaan yang kaku dan cenderung eksklusif.

Peningkatan kualitas pendidikan agama menjadi faktor kunci untuk 
membekali generasi muda dengan pemahaman Islam yang moderat, 
toleran, dan inklusif, sekaligus memperkuat kemampuan digital mereka 
agar tidak mudah terpengaruh oleh propaganda ekstremisme. Program 
edukasi nilai-nilai moderasi juga harus menekankan pentingnya dialog 
lintas agama serta penanaman prinsip verifikasi informasi sebelum 
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menyebarkan atau menanggapi isu-isu sensitif di ruang publik digital 
(Ikhwan et al., 2023). Selain upaya formal, keterlibatan kaum muda dalam 
kampanye digital moderasi beragama juga sangat penting. Generasi 
muda yang aktif di media sosial dapat menjadi agen perubahan dalam 
menyebarkan narasi positif dan mendorong terciptanya ruang digital 
yang damai serta toleran. Program pelatihan, workshop literasi digital, 
serta advokasi berbasis komunitas perlu diperluas untuk menjangkau 
lapisan masyarakat yang lebih luas, khususnya di lingkungan pendidikan 
dan komunitas keagamaan.

Secara keseluruhan, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, 
dan institusi pendidikan maupun keagamaan harus diarahkan pada 
pembentukan ekosistem digital yang harmonis dan resilien. Implementasi 
kebijakan yang progresif, penguatan literasi digital religius, serta integrasi 
nilai-nilai moderasi dalam pendidikan akan menciptakan generasi yang 
tidak hanya cerdas secara digital, tetapi juga dewasa secara moral dan 
spiritual, sehingga mampu menghadapi tantangan dan risiko polarisasi 
di era digital dengan bijaksana..

5.4	 Literasi Digital dan Edukasi Publik
Peningkatan literasi digital publik menjadi faktor yang sangat krusial, 
terutama dalam konteks penyaringan informasi keagamaan di era digital. 
Rendahnya literasi digital masyarakat terbukti memperparah ancaman 
ideologis dan memudahkan penyebaran disinformasi maupun ujaran 
kebencian berbasis agama (2025). Oleh karena itu, diperlukan program 
edukasi yang sistematis dan berkelanjutan untuk membekali masyarakat 
dengan kemampuan mengidentifikasi, memverifikasi, serta menolak 
informasi yang menyesatkan dan memecah belah, khususnya yang tersebar 
melalui platform digital (Prasetyo et al., 2025).

Program edukasi ini harus mencakup pengembangan keterampilan 
berpikir kritis dalam menilai sumber informasi, mengenali bias dan 
framing yang tersembunyi dalam narasi digital, serta mengidentifikasi 
ciri-ciri narasi radikal yang kerap menggunakan dikotomi sempit 
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seperti kafir-beriman atau halal-haram (2025). Selain itu, penting untuk 
menanamkan nilai-nilai toleransi dan pemahaman keberagaman dalam 
masyarakat pluralistik. Hal ini tidak hanya mempersiapkan individu 
untuk berinteraksi secara konstruktif di ruang publik digital, tetapi juga 
berkontribusi dalam menangkal polarisasi yang sering kali didorong oleh 
ekstremisme daring (Rolando et al., 2024).

Dialog antaragama dan penghargaan terhadap keberagaman 
pandangan perlu menjadi bagian integral dari program literasi digital. 
Pendidikan kewarganegaraan dapat diperkuat untuk menanamkan nilai-
nilai inklusivitas, toleransi, dan antiradikalisme sejak dini. Kebijakan 
sekolah dan kurikulum operasional harus mendukung pencegahan 
radikalisme melalui integrasi nilai-nilai moderasi, baik dalam pembelajaran 
intrakurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler (Darraz, 2024). 
Dengan demikian, upaya pencegahan intoleransi dan radikalisme 
dapat diintegrasikan secara efektif dalam proses pendidikan formal dan 
nonformal.

Intervensi dini di lingkungan komunitas, termasuk sekolah dan 
madrasah, dapat dilakukan dengan mendeteksi dan mengidentifikasi 
gejala radikalisme atau ekstremisme pada individu yang rentan, kemudian 
memberikan dukungan positif untuk pengalihan perilaku (Darraz, 2024). 
Pencegahan radikalisme menuntut integrasi nilai-nilai luhur universal 
dalam seluruh aspek kehidupan sekolah, mulai dari kebijakan internal, 
aktivitas pembelajaran, hingga bimbingan konseling. Lingkungan 
pendidikan harus diciptakan agar inklusif dan aman, memungkinkan 
siswa mengembangkan pemikiran kritis, kemandirian, dan kemampuan 
menolak ideologi ekstrem secara argumentatif dan rasional (Darraz, 2024).

Penguatan kompetensi digital para guru juga merupakan komponen 
penting dari strategi pencegahan radikalisme di sekolah. Guru harus 
dibekali dengan keterampilan literasi digital yang mencakup akses, 
seleksi, analisis, dan evaluasi informasi digital. Pelatihan khusus bagi 
guru Pendidikan Agama Islam sangat diperlukan untuk mendeteksi 
indikasi awal pemikiran radikal di lingkungan siswa, mengelola konflik, 
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serta memperkuat narasi Islam wasathiyah atau Islam moderat (Hibana 
& Surahman, 2021; 2025). Dengan demikian, guru tidak hanya berperan 
sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pembimbing dan pelindung siswa 
dari pengaruh ideologi yang menyimpang.

Pemerintah dan lembaga pendidikan memegang peran sentral dalam 
mendukung dan mengimplementasikan strategi-strategi ini agar tercipta 
pemahaman inklusif dan toleran di tengah masyarakat multikultural 
(Yasin & Rahmadian, 2024). Hal ini sangat penting mengingat radikalisme 
telah menyusup ke berbagai sektor, termasuk pendidikan. Data penelitian 
bahkan menunjukkan bahwa hampir 48,9% siswa cenderung menerima 
pandangan radikal (Ma`arif et al., 2024). Oleh sebab itu, revitalisasi 
kurikulum pendidikan agama menjadi sangat mendesak, dengan 
penekanan pada internalisasi nilai-nilai moderasi beragama dan literasi 
digital untuk membendung penyebaran ideologi radikal, khususnya di 
kalangan pelajar (Abdiyantoro et al., 2023).

Integrasi nilai-nilai moderasi beragama ke dalam kurikulum 
pendidikan Islam dan pelatihan guru harus dilakukan secara komprehensif 
dan kontekstual. Materi pembelajaran perlu disesuaikan dengan realitas 
digital yang dihadapi siswa, sehingga mereka mampu memahami dan 
mengaplikasikan prinsip-prinsip toleransi, dialog, serta verifikasi informasi 
dalam kehidupan sehari-hari (Arifin et al., 2023; Saputra & Mubin, 2021). 
Selain itu, pelatihan guru harus dirancang agar mampu meningkatkan 
kemampuan pedagogis sekaligus kepekaan sosial, sehingga mereka dapat 
merespons dinamika sosial-keagamaan siswa secara tepat.

Secara keseluruhan, penguatan literasi digital publik, revitalisasi 
kurikulum pendidikan agama, dan pengembangan kompetensi guru 
merupakan pilar utama dalam pencegahan radikalisme dan intoleransi 
berbasis digital. Upaya ini tidak hanya bertujuan membentengi masyarakat 
dari ancaman ideologi ekstremis, tetapi juga membangun generasi muda 
yang toleran, kritis, dan adaptif dalam menghadapi tantangan era digital 
yang semakin kompleks. Kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, 
lembaga pendidikan, masyarakat, dan keluarga menjadi kunci keberhasilan 
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untuk menciptakan ekosistem sosial yang inklusif, harmonis, dan berdaya 
tangkal tinggi terhadap radikalisme di dunia maya maupun dunia nyata..

5.5	 Kolaborasi Lintas Sektor dalam Resolusi 
Konflik

Pendekatan kolaboratif dalam pencegahan dan penanggulangan radikalisme 
berbasis digital menjadi sangat penting di tengah tantangan kompleksitas 
ideologi ekstrem di masyarakat modern. Kolaborasi ini mencakup sinergi 
antara pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat sipil, dan tokoh 
agama untuk menciptakan ekosistem sosial yang mendukung nilai-nilai 
moderasi sekaligus menangkal penyebaran ekstremisme. Implementasi 
pendekatan ini perlu dirancang secara holistik dan terstruktur, mulai dari 
perumusan kebijakan makro, pengembangan kurikulum pendidikan, 
hingga pelibatan aktif masyarakat dalam membangun budaya toleransi 
dan inklusivitas.

Dalam konteks pendidikan, kolaborasi lintas sektor mampu 
menghasilkan kurikulum pembelajaran yang menekankan pentingnya 
toleransi, pemahaman mendalam terhadap Pancasila, serta penguatan 
nilai-nilai keindonesiaan. Kurikulum ini tidak hanya terbatas pada 
pembelajaran intrakurikuler, tetapi juga diperluas melalui kegiatan 
kokurikuler dan ekstrakurikuler yang menumbuhkan sikap inklusif, 
rasa hormat terhadap perbedaan, dan keterampilan dialog antaragama 
(Arifin et al., 2023; Mubarok & Bakri, 2021; Prasetyo et al., 2025). Melalui 
aktivitas seperti diskusi lintas agama, permainan peran, dan proyek sosial, 
siswa dapat membangun empati serta memperkuat wawasan kebangsaan 
sebagai benteng terhadap radikalisme.

Efektivitas pendekatan kolaboratif juga tercermin dalam penetapan 
rencana strategis bersama yang melibatkan semua pemangku kepentingan. 
Pengambilan keputusan secara partisipatif terbukti mampu mengurangi 
konflik internal dan meningkatkan kepercayaan antara lembaga 
pendidikan, masyarakat, serta pemerintah (Kamaludin, 2022). Selain itu, 
sinergi antarlembaga sangat dibutuhkan untuk mengembangkan platform 
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digital yang dapat mempromosikan konten-konten moderat, kontra-narasi 
terhadap ideologi ekstrem, serta menyediakan materi edukasi yang relevan 
dengan perkembangan zaman dan tantangan digital (2025).

Pelatihan bersama yang melibatkan pendidik, pemuka agama, dan 
komunitas digital juga penting dalam meningkatkan kapasitas identifikasi, 
deteksi dini, serta mitigasi ancaman radikalisme digital. Program penguatan 
kapasitas ini tidak hanya fokus pada aspek teknis penggunaan teknologi, 
tetapi juga pada penguatan wawasan kebangsaan, nilai-nilai toleransi, 
dan keterampilan berpikir kritis untuk menyeleksi informasi serta narasi 
yang beredar di dunia maya. Pemerintah, lembaga agama, dan masyarakat 
sipil harus berkolaborasi secara kolektif dalam mempromosikan moderasi 
beragama sebagai solusi proaktif untuk mencegah konflik dan radikalisasi 
(Hilal, 2023; Messakh et al., 2023). Upaya ini, misalnya, dapat diwujudkan 
melalui kampanye nasional literasi digital, penyuluhan lintas agama, 
hingga pelatihan kader moderasi di tingkat komunitas yang mampu 
menjadi agen perubahan di lingkungannya masing-masing.

Strategi ini sejalan dengan pengalaman berbagai negara Muslim, 
termasuk Indonesia, dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam moderat—
seperti tasamuh (toleransi), tawassuth (moderat), dan i’tidal (adil)—ke 
dalam pendidikan formal sebagai benteng melawan ideologi ekstremis 
(Ma`arif et al., 2024). Sinergi antara pemerintah dan masyarakat menjadi 
fondasi penguatan moderasi beragama sebagai dasar kehidupan berbangsa 
dan bernegara. Hal ini dapat dilihat pada berbagai inisiatif Kementerian 
Agama Republik Indonesia yang secara aktif mengarusutamakan nilai-nilai 
moderasi baik melalui kebijakan, pelatihan, maupun kolaborasi dengan 
komunitas lintas agama (Sinergi Pemerintah Dan Masyarakat Dalam 
Membangun Moderasi Beragama: Studi Kasus Kemenag Bali, Masjid Ibnu 
Batutah, Dan Desa Pegayaman, 2024.). Implementasi konsep moderasi 
beragama dalam kurikulum pendidikan, mulai dari jenjang dasar hingga 
perguruan tinggi, sangat vital untuk membentuk karakter inklusif dan 
keterbukaan berpikir terhadap keberagaman (Mufida & Mustolehudin, 
2020, 2025). Selain integrasi nilai-nilai tersebut pada pelajaran Pendidikan 
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Agama Islam, mata pelajaran lain seperti Pendidikan Kewarganegaraan 
juga perlu diperkuat dengan materi tentang toleransi, dialog lintas budaya, 
serta penanaman semangat Pancasila sebagai ideologi pemersatu.

Penguatan ekosistem digital yang mendukung nilai-nilai moderasi juga 
dilakukan melalui pengembangan platform digital yang mendiseminasi 
konten edukatif, kontra-narasi terhadap ekstremisme, dan menyediakan 
ruang dialog yang aman serta inklusif. Program literasi digital yang 
terintegrasi dengan pelatihan nilai-nilai moderasi dapat membekali 
masyarakat, khususnya generasi muda, dengan kemampuan memilah 
informasi dan menghindari narasi radikal maupun intoleran. Di sisi 
lain, monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi 
program-program ini menjadi sangat penting. Pemerintah bersama 
lembaga pendidikan dan masyarakat perlu melakukan asesmen dampak, 
memperbaiki strategi, serta menyesuaikan kebijakan agar tetap relevan 
dengan perkembangan teknologi dan dinamika sosial.

Kolaborasi yang kuat antara pemerintah, lembaga pendidikan, 
masyarakat sipil, dan tokoh agama akan memperkuat daya tahan bangsa 
terhadap ancaman radikalisme dan ekstremisme di era digital. Sinergi ini 
tidak hanya mendorong terciptanya masyarakat yang toleran, inklusif, 
dan demokratis, tetapi juga memastikan keberlanjutan kehidupan 
berbangsa dan bernegara yang harmonis di tengah keberagaman. Dengan 
demikian, pendekatan kolaboratif menjadi fondasi utama bagi pencegahan 
radikalisme dan penguatan moderasi beragama dalam ekosistem digital 
Indonesia yang terus berkembang.
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Bab 6
TANTANGAN DAN PELUANG 

DI MASA DEPAN

6.1	 Tantangan Manajemen Konflik di Era 
Teknologi

Dalam era digital saat ini, penggunaan teknologi digital memang membuka 
peluang besar untuk diseminasi informasi yang bersifat moderat dan 
edukatif. Namun, di sisi lain, kemajuan ini juga menghadirkan tantangan 
signifikan dalam manajemen konflik sosial, khususnya karena potensi 
penyebaran narasi radikal yang sangat cepat dan meluas melalui media 
sosial (2025). Dinamika ini menuntut adanya strategi manajemen konflik 
yang adaptif dan proaktif, dengan mengoptimalkan kecerdasan buatan 
(AI) dan analitik data untuk mendeteksi pola penyebaran radikalisme 
digital serta memberikan respons yang efektif dan terintegrasi.

Salah satu langkah strategis adalah pengembangan sistem deteksi 
dini berbasis AI yang mampu mengidentifikasi ujaran kebencian, 
disinformasi, dan propaganda ekstremis secara real-time. Teknologi ini 
tidak hanya memudahkan proses moderasi konten di berbagai platform 
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digital, tetapi juga dapat mendorong intervensi cepat dari pemangku 
kepentingan untuk menghentikan penyebaran konten berbahaya sebelum 
menimbulkan dampak yang lebih luas (Andini et al., 2024; Luthfia et al., 
2025). Misalnya, algoritma canggih seperti XLM-RoBERTa telah terbukti 
efektif dalam analisis sentimen dan klasifikasi opini warganet terkait isu 
sensitif, sehingga memberikan landasan bagi respons kebijakan yang lebih 
tepat sasaran.

Namun, teknologi saja tidak cukup. Kolaborasi lintas sektor yang 
melibatkan pakar teknologi, sosiolog, psikolog, dan agamawan sangat 
penting untuk menghasilkan solusi komprehensif dalam membendung 
arus radikalisme daring (2025). Sinergi ini menjadi semakin relevan 
mengingat penyebaran ideologi radikal melalui media sosial bukan hanya 
ancaman teknis, tetapi juga sosial-budaya, terutama bagi generasi muda 
yang sangat rentan terhadap paparan informasi ekstrem dan manipulatif 
(Gani et al., 2024, 2025). Oleh karena itu, penguatan literasi digital dan 
etika bermedia sosial harus menjadi prioritas utama, guna meningkatkan 
kesadaran kolektif tentang batas kebebasan berekspresi dan pentingnya 
menjaga norma sosial-moral saat menanggapi isu sensitif di ruang digital 
(Luthfia et al., 2025).

Lembaga pendidikan Islam di Indonesia telah menunjukkan 
keberhasilan dalam mengintegrasikan nilai-nilai moderasi beragama 
ke dalam kurikulum mereka, dengan menekankan aspek toleransi, 
antikekerasan, dan penghormatan terhadap keragaman (Hanif et al., 
2025). Ini menjadi model yang dapat diadopsi oleh institusi pendidikan 
lain untuk membangun karakter peserta didik agar lebih resilien terhadap 
pengaruh ekstremisme digital. Peningkatan literasi digital untuk guru dan 
siswa menjadi aspek kunci, sehingga mereka memiliki kapasitas untuk 
menyaring dan menanggapi konten ekstremis secara efektif (2025).

Pengembangan model kurikulum terintegrasi yang memperkuat 
moderasi beragama dan memanfaatkan teknologi digital secara bijak 
sangat dibutuhkan. Kurikulum ini harus mampu mengembangkan karakter 
dan moral peserta didik, serta membekali mereka dengan keterampilan 
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berpikir kritis dalam menghadapi informasi yang beredar di dunia maya 
(Kosim et al., 2024). Selain itu, pentingnya pengembangan alat deteksi 
ujaran kebencian berbasis AI juga tak dapat diabaikan sebagai respons 
terhadap tantangan global dalam memerangi penyebaran konten negatif 
di berbagai platform digital (Andini et al., 2024).

Penelitian menunjukkan bahwa media sosial kerap menjadi sarana 
utama penyebaran propaganda ekstrem dan rekrutmen daring, sehingga 
upaya moderasi menjadi kian kompleks (Gani et al., 2024; Messakh et al., 
2023). Untuk itu, kolaborasi antara pemerintah, penyedia platform digital, 
dan masyarakat sipil menjadi esensial dalam mempromosikan literasi 
digital yang kuat dan membekali individu dengan keterampilan kritis untuk 
mengenali serta menolak konten berbahaya di dunia maya (Athoillah et 
al., 2023). Program pelatihan literasi digital dan etika bermedia sosial yang 
berkelanjutan harus dirancang untuk memperluas jangkauan edukasi dan 
memastikan masyarakat tetap adaptif terhadap perkembangan teknologi. 
BNPT juga merekomendasikan narasi kontra-radikalisme yang bersifat 
moderat dan tidak provokatif di media sosial, sebagai upaya melindungi 
generasi muda dari paparan ideologi ekstremis (Ilyas et al., 2025). Selain 
itu, penerapan teknologi AI untuk deteksi dini ujaran kebencian dan 
konten ekstremis akan mempercepat proses identifikasi serta moderasi 
konten berisiko, sehingga mitigasi dampak negatif dapat dilakukan secara 
efisien (Andini et al., 2024; Luthfia et al., 2025).

Pada akhirnya, pendekatan multidisipliner yang memadukan resistansi 
algoritmik, reformasi regulasi, dan penguatan literasi etika digital melalui 
kolaborasi lintas sektor adalah solusi krusial untuk mengatasi perilaku 
komunikasi destruktif yang didorong oleh ekosistem digital yang permisif 
(Amril & Sazali, 2025). Dengan strategi yang menyeluruh, Indonesia dapat 
membangun ekosistem digital yang lebih aman, inklusif, dan mendukung 
terwujudnya masyarakat moderat di tengah arus perkembangan teknologi 
yang pesat dan dinamis.
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6.2	 Peluang Inovasi dalam Penanganan Konflik
Peluang inovasi dalam pengelolaan konten digital, khususnya terkait deteksi 
dan pencegahan radikalisme daring, terletak pada pemanfaatan teknologi 
kecerdasan buatan (AI) yang semakin canggih. Salah satu terobosan 
penting adalah pengembangan sistem deteksi konten berbahaya berbasis 
AI yang mengintegrasikan kemampuan pemrosesan bahasa alami (Natural 
Language Processing/NLP) untuk menganalisis sentimen dan pola bahasa 
dalam data media sosial yang sangat besar. Dengan kemampuan ini, 
sistem dapat mengidentifikasi potensi ancaman radikalisme secara real-
time, bahkan ketika narasi yang digunakan sangat halus atau terselubung 
(Luthfia et al., 2025a, 2025b). NLP, secara khusus, memungkinkan ekstraksi 
informasi emosional dan opini dari teks, sehingga dinamika percakapan 
publik dapat dipetakan secara efektif. Model-model NLP modern, seperti 
transformer dan deep learning, terbukti sangat efektif dalam mendeteksi 
pola-pola halus dalam penggunaan bahasa yang mengindikasikan 
keberadaan ujaran kebencian. Hal ini sangat penting untuk pengembangan 
sistem moderasi konten yang lebih presisi di platform media sosial (Andini 
et al., 2024). Sebagai contoh, penelitian terbaru menunjukkan bahwa 
model Convolutional Neural Network (CNN) yang menggabungkan 
teknik TF-IDF dan Word2Vec mampu mendeteksi ujaran kebencian di 
Twitter dengan tingkat akurasi mencapai 87%, sekaligus menganalisis 
asosiasi emosi yang terkandung dalam ujaran kebencian tersebut (Andini 
et al., 2024).

Implementasi teknologi deep learning, seperti transformer, 
semakin meningkatkan akurasi klasifikasi sentimen multibahasa dan 
memungkinkan analisis opini publik yang lebih presisi terkait isu-isu 
sosial kompleks dan sensitif (Luthfia et al., 2025). Integrasi pendekatan 
AI ini juga menunjukkan potensi besar dalam strategi dakwah Islam 
digital. Dengan menganalisis pola perilaku audiens dan minat mereka, AI 
dapat menargetkan konten ceramah yang lebih tepat, relevan, dan efektif 
(Hidayatullah et al., 2024). Selain itu, AI berperan dalam pengembangan 
chatbot Islami dan aplikasi pengingat ibadah, yang mampu memperluas 
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jangkauan dakwah secara signifikan di era digital (Fauzi, 2025). 
Namun, pemanfaatan AI dalam konteks dakwah dan keagamaan harus 
mempertimbangkan persoalan otoritas keilmuan, validitas konten, dan 
risiko dehumanisasi. Prinsip-prinsip syariat harus tetap menjadi landasan 
agar pengembangan teknologi tetap responsif dan etis (Fauzi, 2025). 
Oleh karena itu, adopsi kerangka kerja etika digital yang komprehensif, 
sebagaimana ditekankan oleh Ess, menjadi sangat penting dalam menjaga 
nilai-nilai moral, membentuk budaya digital yang aman, bertanggung 
jawab, dan menghormati hak semua pihak (Luthfia et al., 2025).

Pendekatan inovatif ini menuntut adanya pengawasan ketat dan 
panduan yang jelas untuk memastikan bahwa teknologi AI digunakan sesuai 
dengan prinsip-prinsip ajaran Islam dan nilai-nilai universal (Muslimin, 
2024). Dalam implementasinya, pengembangan dan penggunaan AI 
dalam dakwah Islam digital harus selalu dievaluasi secara berkelanjutan 
guna mengantisipasi potensi penyalahgunaan serta memastikan bahwa 
inovasi teknologi benar-benar mendukung penyebaran nilai-nilai 
kebaikan, toleransi, dan moderasi (Fauzi, 2025; Muslimin, 2024). Selain 
itu, pemanfaatan AI untuk analisis big data juga memberikan pemahaman 
yang lebih mendalam tentang tren keagamaan, kebutuhan umat, dan 
isu-isu aktual yang berkembang di masyarakat. Dengan demikian, para 
ulama dan dai dapat menyusun pesan dakwah yang lebih relevan dan 
kontekstual, serta menjangkau audiens yang lebih luas dengan efisiensi 
tinggi (Muslimin, 2024). Jadi, tidak hanya sekadar sebagai alat deteksi dan 
pencegahan, AI juga berpotensi untuk mengembangkan personalisasi 
konten dakwah, menyesuaikan materi dakwah dengan preferensi, tingkat 
pemahaman, serta kebutuhan individu atau kelompok tertentu (Fauzi, 
2025). Personalization ini dapat meningkatkan efektivitas penyampaian 
pesan, memperkuat engagement, dan menumbuhkan kedekatan emosional 
antara pemberi pesan dan audiens.

Namun demikian, dalam seluruh proses pengembangan dan 
penerapan AI untuk dakwah digital, perlu ditegaskan bahwa aspek 
etika, validitas keilmuan, dan sensitivitas terhadap nilai-nilai agama 
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harus menjadi prioritas utama. Evaluasi berkelanjutan diperlukan guna 
memastikan bahwa setiap inovasi teknologi benar-benar membawa 
manfaat, mendukung penyebaran nilai-nilai moderasi, dan tidak 
menimbulkan risiko baru yang dapat merugikan masyarakat. Dengan 
demikian, peluang inovasi di ranah dakwah digital dan manajemen konflik 
daring sangat terbuka lebar melalui pemanfaatan AI dan NLP. Sinergi 
antara pengembangan teknologi, penegakan etika digital, dan integrasi 
nilai-nilai agama akan menjadi fondasi kuat bagi terciptanya ekosistem 
digital yang aman, moderat, dan inklusif di Indonesia. Pendekatan ini 
tidak hanya relevan untuk pengelolaan risiko radikalisme, tetapi juga 
untuk mendukung penyebaran pesan-pesan positif, memperkuat harmoni 
sosial, dan memastikan bahwa kemajuan teknologi benar-benar membawa 
manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

6.3	 Rekomendasi Kebijakan dan Praktik Baik
Salah satu rekomendasi utama untuk menghadapi tantangan penyebaran 
ujaran kebencian dan konten radikal secara daring adalah penguatan 
kerangka regulasi dan kebijakan yang secara spesifik menargetkan isu 
ini. Penguatan tersebut mencakup penetapan sanksi yang tegas dan jelas 
bagi pelanggar, serta pemberian kewajiban pada platform digital untuk 
meningkatkan sistem moderasi konten mereka. Langkah ini harus diiringi 
dengan peningkatan kapasitas teknologi dan sumber daya manusia yang 
memadai, agar moderasi konten benar-benar efektif dan tidak sekadar 
formalitas administratif.

Selain aspek regulasi, literasi digital masyarakat juga perlu ditingkatkan 
melalui program-program edukasi yang komprehensif dan berkelanjutan. 
Literasi ini tidak hanya berfokus pada kemampuan teknis menggunakan 
perangkat digital, tetapi juga menekankan aspek berpikir kritis dalam 
menyaring informasi, mengenali narasi yang berpotensi radikal atau 
intoleran, serta memahami dampak dari penyebaran konten negatif 
(Isabella & Nofrima, 2024; Nugroho, 2023). Peningkatan kewaspadaan 
terhadap penyimpangan moral di era teknologi informasi menjadi 
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sangat krusial, sehingga literasi etika digital harus diintegrasikan dalam 
setiap program edukasi, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun 
komunitas (Luthfia et al., 2025).

Pemerintah memiliki peran sentral dalam menindak tegas penyebaran 
ujaran kebencian melalui penerbitan regulasi, surat edaran, dan kebijakan 
yang mengatur ranah digital. Salah satu langkah konkret adalah mendorong 
pengguna untuk selalu memverifikasi informasi sebelum membagikannya, 
serta melaporkan konten negatif kepada pihak berwenang (Kusumasari 
& Arifianto, 2020). Kolaborasi multipihak antara pemerintah, lembaga 
riset, penyedia platform, dan masyarakat sipil menjadi kunci untuk 
menghasilkan solusi yang adaptif, baik dari aspek teknis maupun non-
teknis, terhadap dinamika penyebaran propaganda daring (Kingdon, 
2024).

Peran kecerdasan buatan, khususnya analitik data besar dan 
pembelajaran mesin, semakin penting dalam mendukung upaya 
prediksi tren penyebaran ujaran kebencian dan konten radikal. Dengan 
memanfaatkan AI, strategi intervensi dapat dikembangkan secara lebih 
efektif dan berbasis data (Karhale, 2023; Sonni, 2025). Meski demikian, 
pengembangan model deteksi ujaran kebencian yang bersifat universal 
masih menghadapi tantangan signifikan, terutama karena kompleksitas 
faktor budaya dan sosial yang memengaruhi definisi serta persebaran 
ujaran kebencian di berbagai konteks (Wijanarko et al., 2024).

Tantangan lain yang dihadapi adalah keterbatasan ukuran dataset 
dan keberagaman jenis ujaran kebencian yang belum komprehensif, 
seperti islamofobia dan ujaran kebencian politik. Kurangnya data yang 
representatif seringkali menghambat pengembangan model deteksi yang 
akurat dan efektif (Andini et al., 2024; Pamungkas et al., 2023). Oleh 
karena itu, pengembangan dataset yang lebih holistik dan inklusif sangat 
diperlukan, mencakup berbagai nuansa ujaran kebencian serta konteks 
budaya lokal agar akurasi dan cakupan model deteksi berbasis AI semakin 
meningkat (Bakri et al., 2019).
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Peningkatan literasi digital tidak hanya diperlukan bagi masyarakat 
umum, tetapi juga bagi akademisi dan tokoh masyarakat. Program 
pelatihan intensif tentang etika komunikasi online, produksi konten 
bertanggung jawab, serta pemanfaatan teknologi verifikasi informasi harus 
terus digalakkan (Bakri et al., 2019; Ilyas et al., 2025). Pemerintah dan 
lembaga terkait diharapkan mengembangkan situs verifikasi dan saluran 
pengaduan berita hoaks, serta mendukung komunitas swadaya yang 
berperan aktif dalam membasmi dampak negatif media sosial (Budiman 
et al., 2021).

Kolaborasi antara pemerintah, platform digital, akademisi, dan 
masyarakat sipil sangat penting untuk menciptakan ekosistem digital 
yang etis, inklusif, dan bertanggung jawab. Upaya bersama ini menjadi 
fondasi utama bagi peradaban komunikasi modern yang sehat dan 
produktif (Amril & Sazali, 2025). Di tengah maraknya fenomena deepfake, 
peningkatan etika berkomunikasi dan literasi media menjadi sangat 
fundamental untuk menjaga integritas komunikasi, mengingat tantangan 
verifikasi keaslian konten yang semakin rumit (Leliana et al., 2024).

Transparansi dalam fungsi teknologi deteksi dan autentikasi 
informasi juga sangat penting untuk membangun kepercayaan publik. 
Pengembangan dan implementasi alat deteksi yang bertanggung 
jawab harus memperhatikan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan 
perlindungan hak asasi manusia (Shoaib et al., 2023). Dengan demikian, 
penguatan regulasi, peningkatan literasi digital, inovasi teknologi, dan 
sinergi multipihak menjadi kunci utama dalam menciptakan ruang digital 
Indonesia yang aman, sehat, dan berkontribusi pada kemajuan peradaban 
bangsa..

6.4	 Refleksi dan Prospek Pengelolaan Konflik 
Sosial

Dalam menghadapi kompleksitas konflik sosial di ranah digital, refleksi 
mendalam terhadap efektivitas kebijakan yang telah ada serta proyeksi 
inovasi berkelanjutan menjadi sangat krusial untuk menghasilkan solusi 
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yang adaptif dan responsif. Dinamika konflik sosial digital yang dipicu 
oleh kemajuan teknologi, terutama kecanggihan artificial intelligence (AI) 
dalam amplifikasi disinformasi dan ujaran kebencian, menuntut adanya 
analisis berkelanjutan terhadap mekanisme penyebarannya serta evaluasi 
dampak dari strategi intervensi yang telah diterapkan (Sonni, 2025).

Kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, lembaga riset, dan platform 
media sosial menjadi pilar utama dalam membangun strategi moderasi 
yang holistik dan efektif. Kolaborasi ini sangat penting untuk menjaga 
integritas komunikasi di ruang digital, mengingat sifat disinformasi dan 
ujaran kebencian yang sangat dinamis dan adaptif terhadap perkembangan 
teknologi (Gani et al., 2024). Di sisi lain, penanaman etika komunikasi 
dan peningkatan literasi digital pada masyarakat harus menjadi landasan 
utama dalam membangun budaya digital yang aman, bertanggung jawab, 
dan menghargai hak semua pengguna (Amril & Sazali, 2025; Luthfia et 
al., 2025).

Regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital, 
seperti deepfake dan berbagai platform media sosial baru, sangat vital 
untuk menopang upaya kolektif menciptakan ruang digital yang sehat. 
Pengembangan regulasi ini harus mengedepankan prinsip-prinsip tata 
kelola konten yang berkeadilan serta memperkuat program literasi 
digital masyarakat (Amril & Sazali, 2025; Leliana et al., 2024). Selain 
itu, peningkatan etika komunikasi digital dan literasi media merupakan 
fondasi penting dalam menjaga integritas informasi publik di tengah 
tantangan teknologi manipulatif seperti deepfake, sehingga memerlukan 
kerja sama dari berbagai pihak (Leliana et al., 2024).

Untuk memperkuat ketahanan masyarakat terhadap ancaman 
disinformasi dan konflik digital di masa depan, diperlukan integrasi 
kebijakan yang komprehensif, edukasi publik secara berkelanjutan, 
dan inovasi teknologi. Upaya ini meliputi pendidikan publik mengenai 
bahaya deepfake, penegakan undang-undang yang relevan, dan kerja 
sama lintas sektor yang berkesinambungan untuk menjaga kepercayaan 
serta integritas komunikasi di era digital (Tumanggor & Sazali, 2025; 
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Leliana et al., 2024). Di samping itu, penguatan kapasitas resolusi konflik 
digital juga membutuhkan pelatihan keterampilan komunikasi efektif, 
pemahaman tentang dinamika konflik digital, dan strategi mediasi yang 
dapat memperkuat integrasi nasional (Hidayah et al., 2023). Integritas 
komunikasi di lingkungan digital harus selalu menekankan pentingnya 
penggunaan sumber terpercaya dan terverifikasi guna meminimalkan 
risiko penyebaran informasi palsu. Literasi media sangat diperlukan agar 
individu mampu mengidentifikasi, memverifikasi, dan mengevaluasi 
konten secara kritis sebelum mengambil keputusan untuk menyebarluaskan 
informasi (Leliana et al., 2024). Salah satu inovasi yang penting dalam 
konteks ini adalah kemampuan untuk menganalisis sentimen publik di 
media sosial, yang dapat menjadi indikator signifikan dalam memahami 
reaksi emosional masyarakat terhadap isu-isu sensitif (Luthfia et al., 
2025b, 2025a).

Penguatan kemampuan analisis sentimen, yang didukung oleh 
teknologi Natural Language Processing (NLP), memberikan wawasan 
yang lebih mendalam terhadap polarisasi opini dan potensi eskalasi konflik 
sosial. Dengan pemanfaatan model deep learning multibahasa seperti 
XLM-RoBERTa, analisis sentimen dapat dilakukan secara otomatis dan 
efisien, mengungkap kategori sentimen positif, netral, maupun negatif 
dengan tingkat akurasi yang tinggi (Luthfia et al., 2025). Kemampuan ini 
memberikan dasar empiris bagi pengambil kebijakan dan pengembang 
platform digital untuk memperkuat tata kelola konten, mengidentifikasi 
tren polarisasi, serta mendeteksi dini ujaran kebencian yang berpotensi 
memicu konflik (Luthfia et al., 2025b, 2025a). Lebih jauh, analisis sentimen 
yang terintegrasi dengan sistem deteksi otomatis dapat memfasilitasi 
intervensi proaktif guna memitigasi konflik sosial secara digital. Melalui 
pendekatan berbasis data dan teknologi, pengambil kebijakan dapat 
merancang respons yang lebih terinformasi untuk meredakan eskalasi 
konflik dan membangun ruang digital yang lebih inklusif dan harmonis.

Secara keseluruhan, menghadapi kompleksitas konflik sosial 
digital membutuhkan refleksi kritis terhadap kebijakan yang ada, inovasi 
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berkelanjutan, kolaborasi lintas sektor, penguatan etika komunikasi, 
literasi digital, serta pemanfaatan teknologi analitik modern. Dengan 
demikian, masyarakat Indonesia akan lebih siap menghadapi tantangan 
era digital dan mampu menjaga integritas komunikasi di tengah arus 
informasi yang kian deras dan dinamis.
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Bab 7
PENUTUP

7.1	 Kesimpulan
Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi strategi 
edukasi digital, regulasi yang adaptif, serta pemanfaatan teknologi 
analisis sentimen berbasis kecerdasan buatan (AI) merupakan landasan 
fundamental untuk menjaga integritas komunikasi dan stabilitas sosial 
di era digital yang semakin kompleks. Pendekatan holistik ini diperlukan 
guna menghadapi tantangan penyebaran deepfake dan disinformasi 
yang berdampak pada kerusakan reputasi individu serta meluasnya 
informasi palsu, yang kian marak dalam ruang digital (Leliana et al., 2024). 
Peningkatan literasi digital dan pemahaman etika komunikasi menjadi 
kunci utama untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap konten 
sensitif dan kontroversial, sebagaimana ditekankan oleh Ess dan peneliti 
lain (Luthfia et al., 2025).

Dalam konteks etika komunikasi, sangat penting untuk selalu 
mempertimbangkan dampak setiap interaksi digital, sedangkan literasi 
digital esensial dalam mengasah kemampuan kritis pengguna media 
sosial (Amril & Sazali, 2025; Rianto, 2019). Oleh karena itu, kebijakan 
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media digital perlu direformulasi agar lebih etis, inklusif, dan responsif 
dalam rangka membangun ekosistem digital yang adil dan demokratis 
(Tumanggor & Sazali, 2025).

Penerapan model deep learning seperti BERT dan RoBERTa telah 
terbukti efektif dalam analisis sentimen multibahasa, memungkinkan 
identifikasi serta kategorisasi respons emosional masyarakat terhadap 
berbagai isu sosial, termasuk ujaran kebencian (Luthfia et al., 2025). 
Dalam konteks bahasa Indonesia, model seperti IndoBERT menunjukkan 
performa yang lebih unggul dibandingkan mBERT, dengan tingkat 
akurasi prediksi yang lebih tinggi dalam tugas-tugas analisis sentimen 
spesifik (Fiala et al., 2011). Efektivitas model-model tersebut menegaskan 
potensinya dalam pemantauan sentimen secara otomatis, sehingga mampu 
memberikan wawasan berharga untuk mendukung respons pemerintah 
dan media terhadap dinamika wacana publik (Setiawan et al., 2025). 
Dengan pembaruan kebijakan, edukasi yang berkelanjutan, dan inovasi 
teknologi, diharapkan ekosistem digital Indonesia dapat berkembang 
secara sehat, adil, dan demokratis, sekaligus menekan dampak negatif 
disinformasi dan ujaran kebencian di masyarakat.

7.2	 Saran untuk Penelitian dan Praktik 
Selanjutnya

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar integrasi model analisis 
sentimen dengan sistem deteksi deepfake dan disinformasi secara real-
time dieksplorasi lebih lanjut, guna memberikan respons yang lebih cepat 
dan terkoordinasi terhadap berbagai ancaman digital. Selain itu, studi 
komparatif mengenai efektivitas regulasi antarnegara dalam menangani 
penyebaran disinformasi dan deepfake berpotensi memberikan wawasan 
berharga bagi pengembangan kebijakan yang lebih adaptif dan kontekstual 
(Leliana et al., 2024).

Penggunaan metode pelabelan sentimen berbasis pembelajaran 
terawasi (supervised learning) juga direkomendasikan untuk meningkatkan 
akurasi dan relevansi analisis sentimen, terutama dalam konteks bahasa 
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Indonesia yang kaya akan nuansa kontekstual (Rohmatun & Baita, 2025). 
Penelitian di masa depan dapat diarahkan pada pengembangan model 
yang mampu mengidentifikasi dan mengklasifikasikan ujaran kebencian 
secara lebih spesifik, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap 
kerukunan sosial di ranah daring (Juliswara, 2017).

Selain itu, eksplorasi penggunaan algoritma berbasis deep learning 
seperti LSTM maupun model berbasis Transformer diharapkan dapat 
meningkatkan akurasi analisis sentimen, khususnya dalam memahami 
tren sentimen dari waktu ke waktu terhadap pembaruan aplikasi atau 
isu-isu publik lainnya (Celvin & Barus, 2025). Peningkatan kualitas 
dan kuantitas data, termasuk pemanfaatan data historis, juga menjadi 
aspek penting dalam menyempurnakan hasil analisis sentimen untuk 
memahami konteks multibahasa dan nuansa ekspresi emosional yang 
kompleks (Anggara, 2025; Luthfia et al., 2025). Penggabungan word 
embedding yang lebih kaya dan variatif dapat meningkatkan representasi 
kata, sehingga model lebih mampu menangkap makna yang kompleks 
dan halus dalam teks (Alghifari et al., 2022). Optimalisasi hyperparameter 
tuning juga sangat diperlukan untuk meningkatkan performa model, 
mengingat masih terdapat ruang untuk perbaikan akurasi klasifikasi 
(Purnomo et al., 2025). Selain itu, studi mendatang dapat memperluas 
ruang lingkup kajian dengan mengembangkan analisis sentimen di media 
sosial menggunakan variasi metode atau algoritma yang relevan untuk 
studi kasus spesifik, seperti dalam bidang pendidikan, birokrasi, atau 
layanan kesehatan, sehingga cakupan pembahasan menjadi lebih luas dan 
aplikatif (Afrianto Singgalen, 2021).

.
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